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MOTTO 

، أبَاَ ياَ عَليَهَِ الَّذِي وَأدََّى بحَِق ِهَا، أخََذهََا مَنَْ إِلََّ وَندََامَةٌ، خِزيٌَ القِياَمَةَِ يوَْمََ وَإنَِّهَا أمََانَةٌ، وَإنَِّهَا ضَعِيفٌ، إنَِّكََ ذرَ ٍّ  

  فيِهَا

“Wahai Abu Zarr, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jabatan itu adalah 

amanah dan merupakan kehinaan serta penyelasan pada hari kiamat nanti 

kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya 

dengan baik dan benar”. 

(HR. Muslim) 

 

  

 
 Imam Nawawi, Riyadlus Sholihin (Jakarta: Ummul Quro, 2015), 663. 
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dan menyediakan jalan serta mengarahkan  saya dalam setiap tantangan dan 

hambatan, juga memberi tempat yang di kelilingi oleh orang-orang yang 

mendukung saya. 

Skripsi ini saya persembahkan kepada Wahid Kurniawan dan Afifatus 

Sa’diyah selaku kedua orang tua saya yang senantiasa menggenggam tangan saya, 
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ABSTRAK 

Wildania Unsika, 2022: Analisis Yuridis Normatif Putusan MK No. 135/PHP.BUP-

XIX/2021 Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Akibat Dwi 

Kewarganegaraan. 

Kata Kunci : Kepala Daerah, kewarganegaraan, hukum kewarganegaraan. 

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjalankan Pilkada sebagai 

mekanisme untuk menentukan dan memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dengan keterlibatan masyarakat. Pilkada diatur dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia termasuk juga mengenai syarat administrasi untuk 

calon pasangan pemimpin daerah. Seperti pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 

4 syarat utama calon Kepala Daerah yaitu berstatus WNI. Pada 2020 lalu, Orient 

Patriot Riwu Kore sebagai Calon Kepala Daerah Sabu Raijua diketahui 

berkewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Amerika, di mana hal ini 

bertentangan dengan peraturan Indonesia yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa Indonesia menganut single citizenship. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian 

pembatalan calon Kepala Daerah Sabu Raijua akibat tidak memenuhi persyaratan 

berdasarkan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021? 2) Bagaimana akibat 

hukum Orient Ptriot Riwu Kore sebagai dwi kewarganegaraan pasca pembantalan 

pelantikan sebagai Bupati Sabu Raijua? Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui 

penyelesaian pembatalan calon Kepala Daerah Sabu Raijua akibat tidak memenuhi 

persyaratan berdasarkan Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021. 2) Mengetahui 

akibat hukum Orient Ptriot Riwu Kore sebagai dwi kewarganegaraan pasca 

pembantalan pelantikan sebagai Bupati Sabu Raijua. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum 

menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif 

kualitatif. Keabsahan bahan hukum menggunakan triangulasi sumber. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Penyelesaian sengketa pembatalan 

Orient sebagai Calon Kepala Daerah karena status dwi kewarganegaraan 

merupakan ranah MK berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 

tentang Pilkada bahwa MK menjadi badan yang menangani sengketa hasil 

pemilihan sebelum ada lembaga yang berwenang. Proses penyelesaiannya 

didasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mana dalam 

membuat putusannya, MK berdasar pada fakta yang dipaparkan dalam proses 

persidangan. 2) Akibat dari status dwi kewarganegaraan Orient yaitu dibatalkan 

sebagai Calon Kepala Daerah Terpilih didasarkan pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 

bahwa syarat utama Calon Kepala Daerah yaitu WNI. Terdiskualifikasi dari peserta 

Calon Kepala Daerah yang akan diadakan ulang, dan terhalang dalam mendapatkan 

haknya sebagai WNI secara utuh karena statusnya bertentangan dengan Pasal 6 ayat 

(1) UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa status dwi kewarganegaraan 

terbatas hingga anak berusia 18 tahun atau sudah menikah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu negara dapat dikatakan menjalankan segala urusannya secara 

demokratis atau melekat istilah demokratis di dalamnya yaitu jika negara 

tersebut melaksanakan pemilu dalam usahanya untuk membentuk 

pemerintahan yang demokratis. Salah satu mekanisme perwujudan negara 

demokratis yaitu diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah 

dimulai sejak tahun 2005 di Indonesia. Pilkada merupakan pemilihan umum 

yang dilakukan di lingkup lingkungan daerah untuk menentukan dan memilih 

pasangan pemimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat secara 

langsung. 

Istilah demokratis sendiri memiliki tiga arti. Pertama, Pilkada bisa 

dilaksanakan dengan digunakannya mekanisme perwakilan, atau bisa 

dikatakan bahwa DPRD bertugas memilih pemimpin daerah dan wakilnya 

sebagai wakil rakyat dalam suatu daerah. Kedua, Pilkada dilakukan oleh 

rakyat sehingga rakyat sendiri yang memilih siapa yang akan memimpin 

daerahnya. Ketiga, suatu negara memiliki mekanisme lain untuk memilih 

wakil rakyat dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah selain kedua 

mekanisme yang telah disebutkan sebelumnya. Kedaulatan rakyat yang 
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tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memberi gambaran bahwa pada 

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa untuk 

memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, ataupun walikota dilaksanakan 

dengan cara yang demokratis yaitu dipilih langsung oleh rakyat.1 

Pilkada merupakan satu dari beberapa hal yang memiliki posisi dasar 

dalam menentukan dan mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Hal ini 

dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam memilih pimpinan atau 

wakilnya, baik Pilkada pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Selain 

dalam undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, Pilkada secara 

langsung tercantum pula dalam Pasal 24 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa rakyat dalam suatu 

daerah yang bersangkutan memilih pemimpinnya, kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dalam satu pasangan secara langsung atu demokratis.2 

Pilkada sebagai pelaksanaan pemilu pada tingkat daerah memiliki 

fungsi yang tidak jauh berbeda dengan pemilu. Pertama, sebagai sarana 

legitimasi politik, pilkada berusaha menegakkan keabsahan kekuasaan 

pemerintah daerah. Tiga hal yang mendasari hal ini, yaitu kesepakatan 

pemerintah dengan rakyat dapat diperbarui, perilaku rakyat dapat dipengaruhi 

oleh pemerintah, dan kesepakatan lebih utama dibanding pemaksaan antara 

pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan legitimasi. Fungsi kedua yaitu 

 
1 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemiihan Umum (Jakarta: Kencana, 2018), 112. 
2 Eko Noer Kristiyanto, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia,” 

Jurnal Hukum De Jure 17, no. 1 (Maret 2017): 49. 
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pilkada sebagai perwakilan politik yang mengatur dan mengontrol perilaku 

dan hasil dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, pilkada sebagai 

sarana untuk pergantian penguasa pemerintahan yang dilaksanakan secara 

demokratis. Keempat, pilkada dilaksanakan dengan harapan memberi dan 

meningkatkan kesadaran masyarkat akan demokrasi.3 

Pilkada memiliki tahapan-tahapan yang termuat dalam peraturan KPU 

dan Keputusan KPU yang sebelumnya telah diatur oleh penyelenggara 

Komisi Pemilihan Umum. Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang termuat dalam UU 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota UU serta Peraturan KPU Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 

pada Pasal 4 menyebutkan bahwa persyaratan utama bagi seseorang untuk 

menjadi Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, ataupun Walikota adalah 

bekewarganegraan Indonesia (WNI). Hal ini kemudian dilanjutkan dengan 

persyaratan lainnya seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia 

kepada Pancasila, UUD 1945, dan sebagainya yang telah tercantum di 

 
3 Janpatar Simamora, “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah 

Daerah yang Demokratis,” Jurnal Mimbar Hukum 23, no. 1 (Februari 2011): 227. 
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dalamnya.4 Warga Negara Indonesia atau WNI sendiri disebut tepatnya pada 

Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pengertian WNI yaitu 

orang-orang bangsa Indonesia asli atau mereka yang memiliki kebangsaan 

lain (WNA) yang telah sah di depan hukum menjadi WNI melalui peraturan 

perundang-undangan.5 

Pada pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu, Orient Patriot Riwu Kore 

(Orient) dan Thobias Uly (Thobias) sebagai pasangan nomor urut 2 menjadi 

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk daerah Sabu Raijua. Namun, Bawaslu 

menemukan bahwa Orient tercatat masih berkewarganegaraan Amerika 

setelah menerima keterangan yang membenarkan bahwa Orient 

berkewarganegaraan Amerika dari Kedubes Amerika berdasarkan 

kepemilikan paspor Amerika. Di samping itu, sistem kependudukan di 

Indonesia mencatat Orient sebagai WNI sejak 1997 dengan NIK DKI : 

0951030710640454 status dalam database sistem kependudukan pada tahun 

1997 yang beralamat di Kelurahan Papanggo, Tanjong Priok, Jakarta Utara.6 

Berdasarkan hal tersebut Orient memiliki dua kewarganegaraan, yaitu 

Indonesia dan Amerika. 

Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan bahwa Indonesia tidak dikenal istilah kewarganegaraan 

 
4 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pasal 4. 
5 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat (1). 
6 Novianti, “Perspektif Yuridis Status Kewarganegaran Ganda,” Jurnal Puslit 8, no. 4 

(Februari 2021): 2. 
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ganda atau bipartride. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, 

kewarganegaraan ganda terbatas hanya diberikan pada seorang anak yang 

lahir dari hasil pernikahan campuran hingga ia berusia 18 (delapan belas) 

tahun atau berstatus sudah menikah yang setelahnya dibebaskan untuk 

memilih status kewarrganegaraannya. Oleh karena itu, status 

kewarganegaraan ganda Orient tidak sesuai dan sejalan dengan isi dan 

maksud Undang-undang Kewarganegaraan tersebut. Hal tersebut bertentangan 

dengan ketentuan bahwa Indonesia tidak menganut apatride maupun 

bipatride. Mengacu pada hal tersebut, persoalan yang terjadi bukan hanya 

terpusat pada pemilu dan administrasi kepemiluan oleh Komisi Pemilihan 

Umum atau KPU, namun juga pada administrasi kependudukan. 

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan 

bahwa permasalahan perselisihan penetapan perolehan suara merupakan ranah 

MK untuk mengadili sebelum dibentuk peradilan lain. Maka MK memiliki 

kewenangan untuk menangani permasalahan Orient tersebut. 

Mengacu pada hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

menganalisis putusan MK mengenai pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu 

Raijua, Orient akibat kewarganegaraan gandanya antara Indonesia dan 

Amerika dimana hal ini bertentangan dengan isi Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa di Indonesia tidak dikenal 

istilah kewarganegaraan ganda atau bipartride yang penulis tuangkan dalam 

skripsi berjudul “Analisis Yuridis Normatif Putusan MK No. 135/PHP.BUP-
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XIX/2021 Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Akibat 

Dwi Kewaraganegaraan”. 

B. Fokus Penelitian 

Mengacu pada uraian singkat seperti yang telah disampaikan dan 

dijelaskan tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian skripsi ini 

penulis tuangkan sebagaimana di bawah ini. 

1. Bagaimana penyelesaian pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua 

akibat tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Putusan MK Nomor No. 

135/PHP.BUP-XIX/2021? 

2. Bagaimana akibat hukum Orient sebagai dwi kewarganegaraan pasca 

pembantalan pelantikan sebagai Bupati Sabu Raijua? 

C. Tujuan Penelitian 

Skripsi ini ditulis oleh peneliti dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui penyelesaian pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua 

akibat tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Putusan MK Nomor No. 

135/PHP.BUP-XIX/2021. 

2. Mengetahui akibat hukum Orient sebagai dwi kewarganegaraan pasca 

pembantalan pelantikan sebagai Bupati Sabu Raijua. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat membawa hasil yang 

menghadirkan dan menyajikan manfaat tidak hanya dalam segi teoritis, 
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namun juga segi praktis. Dalam hal ini, penelitian dapat bermanfaat sebagai 

suatu ilmu pengetahuan ataupun sebagai suatu pemecahan masalah. 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan wawasan maupun ilmu 

pengetahuan terkait penyelesaian permasalahan Calon Bupati Terpilih 

Sabu Raijua Orient akibat status dwi kewarganegaraannnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi peneliti lainnya 

untuk mengadakan kajian terkait permasalahan ini secara lebih dalam. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan menyajikan ilmu 

pengetahuan tambahan terkait penyelesaian MK mengenai 

permasalahan Orient sebagai Calon Bupati terpilih Sabu Raijua akibat 

status dwi kewarganegaraannya. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan pengaruh status dwi 

kewarganegaraan bagi masyarakat di Negara Indonesia. 

c. Bagi Universitas Negeri KH Achmad Siddiq Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu dari catatan-catatan 

rekaman atau sebagai sumber informasi dalam perpustakaan sekaligus 

menjadi bahan literatur untuk diadakannya penelitian-penelitian 

lainnya. 
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E. Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan bagian yang memuat pengertian dari 

berbagai istilah yang termuat dalam judul yang dipilih oleh peneliti untuk 

menjadi fokus dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman 

terkait istilah-istilah yang dimaksud sehingga sejalan dengan apa yang 

menjadi maksud peneliti. Berikut istilah-istilah terkait judul dalam penelitian  

skripsi ini. 

1. Kepala Daerah 

Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang dipimpin oleh seseorang 

yang masing-masing disebut sebagai gubernur, bupati atau walikota. 

Gubernur merupakan jabatan pemimpin di daerah provinsi, sedangkan 

bupati atau walikota merupakan jabatan pemimpin di daerah kabupaten 

atau kota. Hal ini juga termuat pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang 

mengatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing 

merupakan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dimana jabatan 

kepala daerah tersebut dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah 

yang bersangkutan atau dengan kata lain pemilihan dilakukan dengan cara 

demokratis.7 

2. Putusan MK 

 
7 Azis Setyagama, Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia (Surabaya: CV. Jakad 

Media Publishing, 2017), 117. 
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MK merupakan suatu lembaga dengan perannya sebagai the 

guardian of the constitution atau pengawal konstitusi yang menjadikan 

konstitusi sebagai landasan bagi kehidupan negara dan masyarakat, juga 

mewujudkan demokrasi yang berdasar pada konstitusi. Proses dalam 

mewujudkan demokrasi yang konstitusional oleh MK ini diaplikasikan 

dengan wewenang-wewenang MK yang termuat pada Pasal 24 C ayat (1) 

UUD 19458, yaitu : 

a. MK berwenang sebagai penguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar 

b. MK berwenang sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

c. MK memiliki kewenangan sebagai pemutus pembubaran partai politik 

d. MK berwenang sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan umum. 

MK berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa 

yang menjadi ranahnya  pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan yang 

dihasilkan tersebut memiliki sifat final yang artinya sejak hakim memberi 

putusan, hal itu menjadi kekuatan hukum tetap dimana suatu pihak tidak 

bisa mengusahakan upaya hukum pada putusan tersebut. 

 
8 Iskandar Muda, Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Cara, 

Praktik, Upaya-Upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang, beserta Pendapat Hukum 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi (Surakarta: CV 

Kekata Group, 2020), 1. 
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Berkaitan dengan pembahasan yang menjadi isi dari penelitian ini, 

posisi MK yang memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan 

terhadap suatu sengketa yang terjadi dalam Pilkada dengan berdasar 

kepada adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

yang sebelumnya diadilinya suatu sengketa hasil pemilihan umum 

merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Akan tetapi dengan 

lahirnya UU tersebut kewenangan mengadili perkara hasil pemilihan 

umum menjadi kewenangan MK. Maka wewenang ini mencakup perkara 

perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan 

Wakil Presiden, serta Kepala Daerah.9 

Lembaga kehakiman MK dalam pekara PHPU tidak hanya 

menangani permasalahan terkait perhitungan suara, namun juga 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilihan 

umum.10 

3. Pembatalan Calon Kepala Daerah 

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang merupakan 

perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 dan juga perubahan atas UU 

Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa ada dua istilah dalam pasangan 

calon pemilihan kepala daerah, yaitu pasangan calon dan pasangan calon 

 
9 Hamdan Zoelva, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah 

Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 10, no. 3 (September 2013): 382. 
10 Ibid. 
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terpilih. Pasangan calon memiliki pengertian yaitu pasangan orang yang 

telah melengkapi, mampu, dan memenuhi persyaratan sebagai Paslon 

Pilkada berdasarkan pada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

baik itu dalam lingkup Provinsi ataupun pada Kabupaten/Kota. Di 

samping itu, yang dimaksud dengan pasangan calon terpilih yaitu 

pasangan calon yang mendapatkan suara paling banyak sesuai dengan 

ketentuan dalam sistem atau prosedur menghitung suara dalam Pemilihan 

Umum.11 Dimana mengenai hal itu, apabila terdapat pelanggaran dalam 

proses maka Bawaslu berwenang untuk membatalkan pasangan calon 

tersebut. 

4. Dwi Kewarganegaraan 

Asas kewarganegaraan yang diterapkan di setiap negara berbeda-

beda. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dalam menentukan 

status kewarganegaraan seseorang, dalam hal ini disebut apatride dan 

bipatride. Apatride berarti suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki 

kewarganegaraan. Hal ini disebabkan apabila seseorang tersebut 

dilahirkan di negara ius sanguinis namun asas dari domisili orang tuanya 

adalah ius soli. Sedangkan bipatride yaitu keadaan dimana sesorang 

tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini disebabkan seseorang 

 
11 Fauzi Heri,  “Menyoal Pembatalan Calon Kepala Daerah”, diakses pada 19 November 

2021, https://kumparan.com/fauzi-heri/menyoal-pembatalan-calon-kepala-daerah-1uy9w35x5uT/full. 

https://kumparan.com/fauzi-heri/menyoal-pembatalan-calon-kepala-daerah-1uy9w35x5uT/full
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tersebut dilahirkan di negara berasas ius soli dan asas dari domisili orang 

tuanya merupakan ius sanguinis.12  

Berkaitan dengan hal tersebut, bukan hanyak pada seorang anak 

status dwi kewarganegaraan bisa timbul. Hal lain yang memicu timbulnya 

dwi kewarganegaraan pada seseorang yaitu kepemilikan pasport. Seperti 

yang diketahui bahwa  pasport merupakan identitas kewarganegaraan dari 

suatu negara. Di mana apabila seorang WNI memiliki pasport luar negeri 

yang masih berjalan, maka seorang tersebut telah menyandang 

kewarganegaraan dari negara tersebut. Sehingga tidak dilakukannya 

keadministrasian untuk meninggalkan salah satu kewarganegaraan, 

seorang tersebut akan menyandang status dwi kewarganegaraan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada bab ini termuat sistematika pembahasan sesuai petunjuk yang 

ditetapkan. Bab ini dibuat untuk mengetahui skripsi ini secara keseluruhan 

dan berututan sesuai dengan pembahasannya. Di dalamnya termuat skema 

pembahasan sebagai isi skripsi yang dideskripsikan mulai dari pendahuluan 

hingga penutup yang terurai dalam beberapa bab-bab. Sistematika 

pembahasan ini dibagi menjadi lima bab seperti yang teruraikan sebagai 

berikut. 

 
12 Tijan, F.A. Sugimin, Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Bandung: 

Penerbit Duta, 2019), 51. 
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Bab I yaitu bagian Pendahuluan, didalamnya mengulas mengenai latar 

belakang masalah terkait permasalahan yang menjadi fokus peneliti, rumusan 

permasalahan, tujuan dari penelitian ini dilakukan, manfaat yang akan 

disajikan atas adanya penelitian ini, definisi isilah terkait istilah dalam judul, 

serta sistematika pembahasan yang termuat pada akhir Bab I. 

Bab II berisi Kajian Kepustakaan dimana didalamnya menyajikan 

penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan dengan 

penjelasan secara singkat terkait perbedaan dengan penelitian ini. Di sini 

tercantum beberapa poin seperti hasil ataupun kajian teori  dalam penelitian 

terdahulu yang berkaitan dan berhubungan dengan keputusan MK dalam 

membatalkan status Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Orient akibat dwi 

kewarganegaraannya. 

Bab III berisi metode penelitian, di dalamnya menguraikan dan 

mengulas mengenai pendekatan yang digunakan maupun jenis penelitian 

dalam penelitian yuridis normatif ini, subjek penelitian yang menjadi fokus 

peneliti, teknik dalam mengumpulkan data untuk menjadi bahan pembahasan, 

teknik analisis terhadap data yang diperoleh, keabsahan data, serta tahapan-

tahapan dalam penelitian. 

Bab IV menyajikan data dan analisisnya, dimana di dalamnya memuat 

uraian potret atau gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, 

serta pembahasan yang peneliti temukan dari analisis permasalahan hukum 

dengan data-data yang telah diperoleh. 
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Bab V merupakan penutup. Bagian ini berisi penutupan dari seluruh 

pembahasan dan hasil yang didapat selama proses penelitian. Di mana di 

dalamnya memuat kesimpulan dan saran yang menjadi akhir dari penelitian.  



 
 

15 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu di dalamnya berisi dan memuat uraian  secara 

singkat terkait penelitian-penelitian yang pernah dan telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelum penelitian yuridis normatif ini yang tentunya masih 

memiliki keterkaitan atau hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk dijadikan sebagai bahan 

perbandingan. Dengan demikian jika penelitian-penelitian terdahulu 

dibandingkan dengan penelitian yang masih akan dilakukan akan muncul 

perbedaan-perbedaan antara keduanya meskipun ada keterkaitan antar 

keduanya. Penelitian terdahulu diperoleh dari sumber skripsi, jurnal, ataupun 

karya yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

masih akan peneliti lakukan. 

Untuk memudahkan dalam menarik pemahaman mengenai keterkaitan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka digunakan tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Kesimpulan Keterkaitan 

1. Novianti Perspektif Yuridis 

Status 

Kewarganegaraan 

Ganda (2021) 

Status WNI 

terancam hilang 

akibat adanya 

dwi 

kewarganegaraan. 

Maka Orient 

harus melepas 

kewarganegaraan 

Amerika apabila 

akan 

mempertahankan 

status WNI.13 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan dalam 

hal meneliti 

permasalahan 

hukum dwi 

kewarganegaraan 

Orient. 

2. Ahmad 

Jazuli 

Diaspora Indonesia 

dan Dwi 

Kewarganegaraan 

Dalam Perspektif 

Undang-Undang 

Kewarganegaraan 

Republik Indonesia 

(Indonesian Diaspora 

and Dual Citizenship 

in Perpective of The 

Citizenship Law of 

Indonesia Republic) 

(2017) 

Jika status WNI 

tetap melekat 

dimana pun dia 

berada, maka hak 

dan kewajiban 

juga tetap 

melekat padanya 

sebagai WNI 

dengan jaminan 

hukum.14 

Penelitian ini 

memiliki 

keterkaitan dalam 

membahas dwi 

kewarganegaraan 

di Indonesia 

diambil dan 

dipandang melalui 

perspektif 

Undang-Undang 

Kewarganegaraan. 

3. Zendy 

W.A.W. 

Prameswari 

Ratio Legis dan 

dampak Pengaturan 

Kewarganegaraan 

Ganda Dalam 

Undang-Undang 

Kewarganegaraan 

Republik Indonesia 

Mengacu kepada 

Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 

2006 

kewarganegaraan 

ganda tidak bisa 

diterapkan di 

Penelitian ini 

memiliki 

keterkaitan 

dengan membahas 

pengaturan 

kewarganegaraan 

di Indonesia, 

 
13 Novianti, “Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda,” Jurnal Puslit  8, no. 4 

(Februari 2021): 4. 
14 Ahmad Jazuli, “Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-

Undang Kewarganegaran Republik Indonesia (Indonesian Diaspora and Dual Citizenship In 

Perspective of The Citizenship Law of Indonesia Republic),” JIKH 11, no. 1 (Maret 2017): 105. 
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(The Ratio Legis and 

Impacts of Dual 

Citizenship 

Stipulation in 

Indonesian 

Citizenship Law) 

(2019) 

Indonesia 

menurut filosofis, 

karena akan 

berdampak pada 

hukum di 

Indonesia.15 

khususnya 

kewarganegaraan 

ganda dengan 

mengacu pada 

Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 

2006. 

B. Kajian Teori 

1. Negara Hukum 

Negara hukum dalam analoginya menggunakan bahasa asing 

berdasarkan negara-negara Civil Law System disebut rechstaat dalam 

bahasa Belanda, etat de droit dalam bahasa Perancis, atau stato di 

diritto dalam bahasa Italia. Negara-negara bersistem Anglo-Saxon 

seperti Amerika menyebut negara hukum sebagai rule of law. Negara 

komunis menyebut negara hukum sebagai socialist legality. Sedangan 

negara berideologi Islam menyebut negara hukum sebagai nomokrasi 

Islam. Istilah-istilah tersebut mengandung makna bahwa baik negara 

dan pemerintahannya diselenggarakan dan dijalankan dengan 

berdasarkan hukum. Negara hukum memberikan tempat yang sama 

bagi rakyat di hadapan hukum serta melindungi hak rakyat 

berdasarkan hukum.16 

 
15 Zendy W.A.W. Prameswari, “Ratio Legis dan dampak Pengaturan Kewarganegaraan 

Ganda Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (The Ratio Legis and Impacts of 

Dual Citizenship Stipulation in Indonesian Citizenship Law),” JIKH 13, no. 3 (November 2019): 375. 
16 Nurul Qamar dkk, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtsstaat) 

(Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 45. 
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Ide tentang negara hukum dimulai oleh Plato dan Aristoteles 

yang mana Plato dalam bukunya menyatakan bahwa agar dalam 

menyelenggarakan kenegaraan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan 

peraturan yang juga baik. Hal ini ditegaskan kembali oleh Aristoteles 

selaku murid Plato dalam bukunya yang berjudul Politica. Aristoteles 

mengemukakan suatu negara bukan diperintah oleh manusia, namun 

diperintah oleh keadilan dari pemikiran manusia. Di mana keadilan 

merupakan hal yang sangat penting terhadap warga negara yang 

dilindungi oleh hukum sehingga semua pihak menerima apa yang 

menjadi haknya untuk diterima. 

Negara hukum berkaitan dengan konstitusi negara yang 

mengatur perlindungan hak dasar warga negara dan menjamin 

kemerdekaannya. Konstitusi merupakan wujud untuk melindungi hak 

asasi manusia. Budiono Kusumohamidjojo menyatakan bahwa hukum 

bukan hanya menjadi aturan untuk meraih cita-cita politik, namun 

hukum juga menjadi aturan dalam hal penyelesaian permasalahan 

seperti politik untuk mencapai kesepakatan politik.17 

Menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum yaitu suatu negara 

yang dilandasakan kepada hukum di mana kekuasaan negara terbatas 

karena adanya hukum tersebut dengan tujuan melindungi dan 

 
17 Nurul Qamar dkk, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat dan Machtsstaat), 

48. 
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mengayomi warga negaranya dengan adil. Sejalan dengan itu, Wirjono 

Projadikoro mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan negara 

hukum yaitu  di mana penguasa juga alat kelengkapan negara dalam 

melaksanakan kewenangannya dibatasi oleh hukum. Selain itu, 

masyarakat juga harus mengikuti dan mentaati aturan-aturan yang 

berlaku.18 

Adapun sebagai suatu gagasan yang diterapkan, negara hukum 

memiliki ciri-ciri dalam pelaksanaannya. Menurut Montesquieu bahwa 

negara hukum memiliki karakteristik yang lebih baik karena 

terlindungnya Hak Asasi Manusia, penetapan sistem negara, dan 

pembatasan kekuasaan pihak yang memiliki kewenangan. Selain itu, 

pernyataan dari Sudargo Gautama yang tidak secara langsung 

menyebut istilah Hak Asasi Manusia namun ciri yang dia kemukakan 

mengarah kepada perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu adanya 

batas akan kuasa yang dimiliki oleh penguasa, adanya asas legalitas, 

dan adanya konsep pemisahan kekuasaan. Sedikit lebih kompleks, 

Frans Magnis S. menyatakan bahwa negara hukum memiliki ciri di 

mana dalam menyelenggarakan negara didasarkan pada hukum, 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manuisa tercantum dalam konstitusi, 

alat kelengkapan negara menjalankan kewenangannya berdasarkan 

 
18 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), 8. 
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hukum yang berlaku, masyarakat dapat mengadu terhadap perlakuan 

dari kelengkapan negara kepada lembaga peradilan di mana lembaga 

tersebut bersifat bebas serta tidak memihak.19 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam buku An Introduction to 

Study of The Law of The Constitution yang ditulis oleh A. V. Dicey 

dijelaskan bahwa bagi suatu negara hukum harus memenuhi syarat 

sebagai berikut.20 

a. Supremasi hukum, yang berarti hukum memiliki kekuasaan yang 

paling tinggi dalam suatu negara. Semua pelaksanaan kenegaraan 

dan masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. 

b. Equality before the law, semua orang memiliki kedudukan yang 

sama di depan hukum. Hukum menjamin keadilan bagi tiap-tiap 

individu. Setiap orang akan dipandang dan diperlakukan yang 

sama di hadapan hukum. 

c. The constitution based on human right, pengaturan tentang Hak 

Asasi Manusia di dalam konstitusi merupakan wujud ketegasan 

bahwa perlindungan akan hak asasi tersebut sangat penting. 

 
19 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 

40. 
20 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2013), 10. 
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Sedangkan konsep yang dikemukakan oleh F. J. Stahl yaitu 

rechtsstaat menyatakan bahwa negara hukum memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut.21 

a. Perlindungan hak asasi manusia, unsur ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa kumpulan individu merupakan langkah awal 

munculnya suatu negara. Oleh karena itu, hubungan antara negara 

dan masyarakatnya melahirkan hak dan kewajiban untuk saling 

melindungi. 

b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, unsur ini 

didasarkan untuk memenuhi unsur pertama, di mana sejarah 

mengatakan bahwa tertindasnya manusia diakibatkan karena 

penguasa yang absolut. 

c. Asas legalitas pemerintahan, unsur ini didasarkan bahwa 

pemerintah harus menjalankan kewenangannya berdasar pada 

aturan yang berlaku. 

d. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, unsur ini 

didasarkan pada keadaan di mana tegaknya hukum merupakan hal 

yang sangat penting dalam suatu negara. 

Perbedaan dari kedua konsep itu yaitu di mana rule of law 

memberi penekanan yang lebih kepada persamaan di hadapan hukum, 

 
21 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 12. 



22 
 

 
 

yang mana hal ini menjadikan peradilan administrasi tidak terlalu 

diperlukan. Sedangkan rechtsstaat dimaksudkan untuk melindungi hak 

asasi dengan adanya peradilan administrasi. 

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum lebih dekat 

dengan rechtsstaat dalam pelaksanannya. Adanya pengaturan tentang 

Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan UUD 1945, digunakannya 

konsep pembagian kekuasaan untuk checks and balances bagi 

lembaga negara, pemerintah yang diatur dan diberikan kewenangan 

oleh UUD 1945. Di samping itu juga terkodifikasinya aturan-aturan 

yang berlaku. Seperti di mana, hal-hal yang berkaitan dengan 

kewarganageraan baik tata cara memperoleh atau tercabutnya status 

kewarganegaraa teratur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2006. 

2. Konsep Hubungan Warga Negara dan Negara 

Bierens de Haan memberi pernyataan bahwa yang membentuk 

suatu negara yaitu lembaga manusia. Sejalan dengan itu, teori 

kedaulatan rakyat juga menyatakan bahwa perjanjian masyarakat 

merupakan sebab adanya negara. Lembaga manusia yang dimaksud 

adalah manusia perorangan yang merupakan makhluk sosial. R. G. 

Kartasapoetra memberi pernyataan terkait unsur lahirnya negara yaitu 

keberadaan rakyat merupakan satu dari unsur-unsur lahirnya suatu 
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negara. Seperti yang diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk 

suatu negara yaitu keberadaan rakyat, keberadaan wilayah, keberadaan 

pemerintahan yang berdaulat, dan keberadaan kemampuan untuk 

mengadakan hubungan dengan negara lain. Maka suatu negara tidak 

bisa terbentuk apabila adanya rakyat sebagai salah satu unsur 

pembentuknya tidak ada.22 

Berkaitan dengan hubungan negara dan warga negara, Hestu 

Handoyo menyatakan bahwa hubungan tersebut menunjukkan23 : 

1.) Berkaitan degan hukum tata negara yang tidak bisa dilepaskan dari 

fungsi warga negara karena negara dan warga negara tidak bisa 

dipisahkan; 

2.) Hak asasi manusia menjadi satu dari beberapa hal yang ada dalam 

hukum tata negara; 

3.) Rakyat merupakan satu dari empat unsur yang membentuk 

organisasi negara. 

Berkaitan dengan hal itu, maka suatu negara membutuhkan 

warga negara dalam eksistensinya. Pasal 1 Konvensi Den Haag negara 

memiliki hak untuk menentukan dan mengklaim orang untuk menjadi 

 
22 Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Isharyanto, Hukum 

Kewaraganegaraan Republik Indonesia, 1 (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2015), 15. 
23 Isharyanto, Hukum Kewaraganegaraan Republik Indonesia Isharyanto, Hukum 

Kewaraganegaraan Republik Indonesia, 16. 
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warga negaranya. Namun General principles membatasi hal tersebut 

dengan hal-hal berikut. 

1.) Pemberian status warga negara tidak bertentangan dengan 

konvensi internasional; 

2.) Pemberian status warga negara tidak bertentangan dengan 

kebiasaan internasional; 

3.) Pemberian status warga negara tidak bertentangan dengan prinsip 

hukum dalam ranah internasional yang berkaitan dengan 

pemberian status warga negara. 

Adanya hak milik negara ini tidak mutlak menjadikan hal 

tersebut sebagai penentu status kewarganegaraan bagi seseorang. 

Karena Pasal 5 Deklarasi Universal HAM (1948) menentukan bahwa 

masing-masing orang memiliki hak terkait kewarganegaraannya 

dimana pihak lain tidak bisa mencabut dengan sewenang-wenang. 

Maka menurut teori hukum umum, setiap negara memiliki kewajiban 

untuk mengakui dan melindungi setiap orang yang menjadi warga 

negaranya. Begitu pula sebaliknya, setiap orang juga memiliki 

kewajiban untuk memberi ketegasan dalam hal kewarganegaraannya.24 

 
24 Isharyanto, Hukum Kewaraganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status 

Hukum Kewaraganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang), 17. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono 

bahwa tiap-tiap manusia merupakan subjek hukum yang memiliki 

kebebasan dalam melaksanakan kegiatannya. Perbedaannya terletak 

pada hak dan kewajiban, maka perlindungan Hak Asasi Manusia yang 

seimbang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, jika dihubungkan dengan 

persoalan status kewarganegaraan, maka keberadaan kepastian hukum 

sangat diperlukan. Di mana dalam hal ini, kepastian hukum memiliki 

kedudukan untuk menempatkan pengaruh keberadaan negara maupun 

warga negara pada posisi yang tepat. Dalam arti lain jika kepastian 

hukum diletakkan di tengah-tengah hubungan antara negara dan warga 

negara, maka hak dan kewajiban yang lahir di antara keduanya, baik 

negara terhadap warga negara ataupun sebaliknya akan berada pada 

keadaan yang seimbang tentunya berkaitan dengan status 

kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu hak warga negara atas 

status kewarganegaraan merupakan pijakan dalam menjalani 

kehidupan baik berbangsa dan bernegara. 

Warga negara sebagai subjek hukum yang menyandang hak 

dan kewajiban yang diberikan oleh status kewarganegaraan, memiliki 

arti yang berbeda dengan masyarakat biasa yang tidak menyandang 

status kewarganegaraan dalam suatu negara. Dalam arti lain, status 



26 
 

 
 

yang muncul karena keberadaan hukum yang melahirkan hak dan 

kewajiban tidak boleh kacau ataupun tercampur aduk, karena 

ditakutkan keseimbangan yang diharapkan dari status tersebut menjadi 

campur aduk. Karena status tersebut merupakan tolak ukur bagi warga 

negara dalam mendapatkan hak dan kewajibannya. 

Menurut Suparman Marzuki, hak untuk mendapatkan status 

kewarganegaraan merupakan hak yang lebih utama dibanding hak 

lainnya seperti hak untuk berpolitik atau hak untuk mensejahterakan 

perekonomian. Hal ini dikarenakan bahwa hak mendapat status 

kewarganegaraan merupakan langkah awal yang harus didapatkan oleh 

warga negara untuk melancarkan kehidupannya. Hak ini dimaksudkan 

karena status kewarganegaraan memberikan kejelasan terhadap hak 

dan kewajiban yang dimiliki seseorang, sehingga orang tersebut 

mengetahui dan mengerti apa yang berhak dan tidak berhak dia 

dapatkan.25 

  

 
25 Isharyanto, Hukum Kewaraganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status 

Hukum Kewaraganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang), 7. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif 

dimana terfokus untuk mengkaji hukum sebagai norma dalam kehidupan 

masyarakat dan menjadi acuan dalam bertindak. Menurut E. Saefullah 

Wirdipraja yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif merupakan 

penelitian hukum yang fokus untuk mengkaji dan meneliti obyek berupa 

norma hukum positif. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto dan Sri 

Marmudji juga menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan 

suatu penelitian hukum dimana fokusnya untuk menganalisis data 

kepustakaan atau bahan yang bersifat sekunder, seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, ataupun yang lain. 

Maka dari itu, penelitian yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian 

kepustakaan atau penelitian hukum dogmatis.26 

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan 

sebagaimana terurai di bawah ini.27  

1. Pendekatan Perundang-Undangan 

 
26Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.  
27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 56. 
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Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan dalam menelaah peraturan perundang-undangan maupun 

regulasi suatu hukum, dimana hal itu berkaitan dengan permasalahan yang 

menjadi fokus peneliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan Putusan MK Nomor 

135/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh 

Kembali, Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

2. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menemukan jawaban 

atas permasalahan hukum dalam hal ini yaitu bagaimana kedudukan 

seorang dwi kewarganegaraan sebagai Calon Bupati Terpilih di Indonesia 

dengan mengacu pada pandangan dan doktrin dalam bidang hukum. Oleh 

karena itu, dalam pendekatan ini yang menjadi fokus utama yaitu 

perbandingan antara suatu permasalahan hukum tersebut dengan konsep 

atau pandangan dalam ilmu hukum 

B. Subjek Penelitian 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian kepustakaan 

digunakan istilah data sekunder atau kepustakaan untuk menyebut bahan 

hukum. Hal ini dikarenakan istilah data hukum dan bahan hukum memiliki 
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arti yang berbeda. Data hukum berupa informasi, maka kurang sesuai dengan 

bahan atau data hukum yang bersifat material. Bahan hukum atau data 

sekunder dalam penelitian yuridis normatif ini terurai menjadi sumber data 

hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data non hukum. 

Adapun sumber data hukum primer dalam suatu penelitian yaitu peraturan 

perundang-undangan atau putusan pengadilan. Sumber data hukum sekunder 

yaitu buku, jurnal, pandangan para ahli, ataupun ensiklopedia hukum. 

Sedangkan sumber data hukum tersier, seperti buku tentang politik atau 

ensiklopedia umum.28 

Berkaitan dengan bahan hukum yang diperlukan, penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder dalam usahanya untuk menelaah 

permasalahan tersebut. Sumber data sekunder ini memuat peraturan 

perundang-undangan, buku, hasil penelitian, dan sebagainya yang terperinci 

seperti di bawah ini. 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yuridis 

normatif ini terperinci menjadi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; 

 
28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 59. 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara 

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali, 

Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. 

2. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku 

hukum dan jurnal hukum. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu berupa internet 

atau website. 

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini digunakan 

teknik studi pustaka dalam proses pengumpulan data sekunder atau bahan 

hukum yang dilakukan. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari sumber 

bahan hukum yaitu dalam hal ini memuat bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik studi pustaka ini 

dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang terurai di bawah 

ini.29 

1. Mengidentifikasi bahan hukum; 

2. Menginventarisasi bahan hukum yang didapat; 

 
29 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 66. 
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3. Mencatat bahan hukum yang peneliti perlukan untuk keberlangsungan 

penelitian; 

4. Menganalisis bahan hukum yang didapat sesuai dengan permasalah 

hukum. 

D. Analisis Bahan Hukum 

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dalam proses analisis data yang dilakukan terhadap data yang 

diperoleh oleh peneliti yang bertujuan untuk menemukan makna dari 

suatu aturan hukum sehingga bisa menjadi kunci dalam suatu 

permasalahan hukum. Analisis ini menggunakan teknik deskripsi, 

evaluasi, argumentasi, dam sistematisasi. Teknik deskripsi yaitu 

menguraikan bahan-bahan hukum yang telah ditemukan sesuai dengan 

posisinya, Teknik evaluasi yaitu pandangan peneliti mengenai kesetujuan 

atau ketidaksetujuan terhadap suatu bahan hukum, Teknik argumentasi 

menguraikan alasan peneliti terhadap pandangan tersebut, dan selanjutnya 

Teknik sistematisasi yaitu menemukan suatu aturan yang tidak sesuai 

dengan aturan lainnya.30 

Analisis data ini dimulai dengan mengumpulkan data dan 

menelaah data-data tersebut, sehingga kemudian peneliti bisa menarik 

 
30 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Jakarta: Kencana, 2018), 180. 



32 
 

 
 

kesimpulan yang sebagai jawaban akan persoalan atau permasalahan yang 

ada. 

Setelah data-data yang didapat dari studi kepustakaan tersebut 

terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut akan dideskripsikan 

sehingga menjadi gambaran terkait permasalahan hukum yang diangkat, 

dalam hal ini pertimbangan Hakim MK dalam membatalkan status Calon 

Kepala Daerah Sabu Raijua Orient akibat dwi kewarganegaraannya dalam 

Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. 

E. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan 

untuk meneliti kredibilitasnya, salah satunya dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan satu dari beberapa cara untuk menguji 

keabsahan data dari suatu penelitian dengan membandingkan sumber data 

dengan data di luar data tersebut. Tujuan dari teknik triangulasi ini agar 

peneliti dapat meningkatkan pemahaman terkait data yang diperoleh. 

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan teknik triangulasi sumber, 

dengan membandingkan dan menelaah data atau bahan hukum yang 

didapat melalui  penggunaaan sumber yang berbeda.31 

Triangulasi digunakan untuk menemukan perbedaan dari data atau 

bahan hukum yang ditemukan dimana data-data tersebut didapat dari 

 
31 Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian 

Kualitatif,” Jurnal Teknologi Pendidikan 10, no. 1 (April 2010): 54-56. 



33 
 

 
 

sumber yang berbeda. Sehingga kemudian peneliti bisa menyatukan 

perbedaan-perbedaan tersebut dan menemukan kesimpulan yang tepat. 

F. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian merupakan proses yang dimulai dari 

menemukan permasalahan, berusaha memecahkan masalah, dan membuat 

kesimpulan. Adapun tahap-tahap penelitian dalam penelitian yuridis 

normatif ini terperinci sebagai berikut.32 

1. Menentukan Permasalahan 

Tahap awal dalam suatu penelitian yaitu menentukan permasalahan 

atau isu hukum yang selanjutnya akan dijawab melalui penelitian. 

2. Menentukan Latar Belakang Masalah 

Latar belakang memuat alasan peneliti terhadap pemilihan suatu 

permasalahan hukum dengan memberikan gambaran terkait hal 

tersebut. 

3. Menentukan Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang yang 

memuat fokus peneliti dalam melakukan penelitian. 

4. Telaah Kepustakaan 

Pada proses telaah kepustakaan ini peneliti mengaitkan permasalahan 

atau isu hukum dengan studi kepustakaan. 

 
32 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 78. 
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5. Perumusan Hipotesa 

Proses ini dilakukan dengan menarik kesimpulan sementara yang 

dapat dijadikan acuan dalam mengumpulkan data. 

6. Mengumpulkan Bahan Hukum 

Pada penelitian yuridis normatif ini peneliti berusaha untuk 

mengumpulkan data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber- 

sumber yang sebelumnya sudah ditentukan. 

7. Analisa Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti meganalisa bahan tersebut 

terhadap permasalahan hukum yang terjadi. 

8. Menyusun Laporan Penelitian 

Penyusunan laporan pada penelitian ini tertuang dalam benuk skripsi. 

9. Membuat Kesimpulan 

Tahap akhir suatu penelitian yaitu menentukan dan membuat 

kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Penyelesaian Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Akibat 

Tidak Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Putusan MK No. 

135/PHP.BUP-XIX/2021 

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

Indonesia merupakan Negara Hukum. Pasal ini mengandung makna 

bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan berbangsa 

maupun bernegara di Indonesia berpedoman dan mengacu pada hukum. 

Dengan kata lain hukum merupakan tombak atas segala sesuatu yang 

terjadi dalam suatu negara yang ditujukan untuk menghadirkan 

keteraturan bagi kehidupan bernegara. Maka setiap warga negara tanpa 

terkecuali harus patuh dan mengikuti hukum yang berlaku tanpa adanya 

kecondongan akibat kedudukan, jabatan, ataupun faktor lainnya. 

Dalam konsep negara hukum, hukum memiliki posisi yang paling 

tinggi dalam suatu negara. Di dalamnya diatur terkait adanya supremasi 

hukum dan juga konstitusi. Selain itu, juga termuat konsep pembagian dan 

pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan suatu negara. Jaminan akan 

hak asasi manusia juga termuat dan diatur dalam hukum atau suatu 
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konstitusi suatu negara. Hal yang tidak kalah penting yaitu adanya aturan 

terkait peradilan yang bebas serta menjunjung persamaan kedudukan 

warga negara dengan yang berpacu pada keadilan bagi warga negara.33 

Negara hukum sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Hukum 

memiliki posisi sebagai dasar dari kekuasaan negara dan acuan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan maupun negara. Suatu negara yang 

menerapkan demokrasi dalam pemerintahan maupun kenegaraannya dapat 

dikatakan sebagai negara hukum, begitupun Indonesia yang dalam 

penerapannya mengacu pada Pancasila yang menurunkan peraturan-

peraturan di bawahnya. 

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi ini dapat 

diungkapkan bahwa penyelenggaraan negara yang demokratis itu ada 

karena didasari oleh hukum, dimana di samping itu hukum merupakan 

produk dari kenegaraan yang dijalankan secara demokratis. Oleh karena 

itu konsep antara keduanya sangat berkaitan dan berhubungan dalam 

proses ketatanegaraan.34 

Suatu negara yang dijalankan dengan demokratis bersandar pada 

hukum sebagai kaidah atau patokan dalam proses bernegara. Hukum 

tersebut berperan untuk mengarahkan suatu negara sehingga terhindar dari 

 
33 Mutiara Hikmah, “Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia,” 

Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, no. 2 (April-Juni 2005): 128. 
34 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, ed. 

Ramlan Surbakti (Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014), 10. 
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kekacauan yang berdampak pada tidak terlindungnya kesejahteraan warga 

negara akibat keotoriteran suatu negara.35 

Atas dasar tersebut, suatu negara hukum yang dijalankan secara 

demokratis harus memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. 

Selain itu sifat tanggung jawab dengan tujuan tidak akan timbul 

penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi salah satu dasar karakter dari 

kekuasaan kehakiman tersebut. Sehingga hal ini menjadi langkah tegaknya 

negara hukum. 

Hukum atau konstitusi dalam negara menyajikan batasan-batasan 

kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga Negara Indonesia. 

Hal ini diperkuat dengan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait diubahnya sistem 

ketatanegaraan di Indonesia termasuk dilahirkannya beberapa institusi 

baru, salah satunya yaitu MK. Lahirnya MK merupakan wujud atau wajah 

baru dalam usahanya untuk menciptakan kenegaraan yang demokratis 

serta menegakkan hukum dan keadilan terutama bagi kesejahteraan warga 

negara. 

MK merupakan lembaga kehakiman yang memiliki misi untuk 

menegakkan konstitusi negara sebagai wujud usaha dalam merealisasikan 

kehendak negara hukum maupun demokrasi sehingga lahir bangsa dan 

 
35 Suhartini, “Demokrasi dan Negara Hukum (dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum 

Indonesia),” Jurnal De Jure 11, no. 1 (April 2019): 70. 
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negara yang memiliki martabat dalam kehidupannya. Di samping itu, MK 

memiliki dua misi terkait keberadaannya. Pertama, MK merupakan 

lembaga yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat 

kepada kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Kedua, lembaga ini 

memiliki tujuan untuk membangun kesadaran bagi Warga Negara 

Indonesia dalam hal menerapkan budaya kesadaran akan pentingnya 

konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.36 

Dalam hal ini, keberadaan MK dimaksudkan untuk menempatkan 

konstitusi di tempat tertinggi dalam kenegaraan dalam usahanya untuk 

mengawal dan menafsirkan konstitusi. Konstitusi diposisikan sebagai 

acuan utama dalam menjawab dan menyelesaikan segala macam persoalan 

dan permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

MK memiliki posisi dan kedudukan yang setara dengan lembaga-

lembaga tinggi negara. Lembaga ini merupakan lembaga kehakiman yang 

berdiri di samping Mahkamah Agung sebagai penegak hukum maupun 

keadilan dalam negara. Hal ini juga menjadi bukti atau wujud bahwa 

Indonesia melaksanakan sistem checks and balances atau pemisahaan 

kekuasaan dalam ketatanegaran Indonesia. 

Sebagai suatu lembaga kehakiman di bawah undang-undang, MK 

memiliki kewajiban yaitu mengeluarkan suatu keputusan atas pendugaan 

 
36 Mutiara Hikmah, “Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia,” 

Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, no. 2 (April-Juni 2005): 131. 
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terkait kemungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 

perbuatan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 oleh DPR. Selain 

itu, MK juga memiliki kewajiban yaitu mengeluarkan keputusan atas 

bukti-bukti yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden  

telah melanggar UUD 1945.37 

Dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa 

wewenang MK sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pertama, MK 

berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar. Kedua, MK berwenang untuk memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar. Ketiga, MK berwenang untuk memutus pembubaran partai politik. 

Keempat, MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum.38 

Kewenangan MK sebagai lembaga penguji UU terhadap UUD 

berdasar pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bahwa “MK berwenang 

untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD”. Pasal tersebut memberi 

gambaran bahwa apabila terdapat UU yang diduga bertubrukan dan 

 
37 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 12. 
38 Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), 63. 
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menentang UUD sebagai peraturan di atasnya, MK diamanahkan untuk 

melakukan pengujian terhadap UU tersebut.39 

Kewenangan MK ini berlaku sejak masa setelah reformasi, dimana 

setelah itu berdasarkan UUD 1945 MA memiliki kewenangan sebagai 

penguji peratturan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan kewenangan 

sebagai penguji UU terhadap UUD dipegang dan dimiliki oleh MK 

sebagai salah satu lembaga kehakiman di Indonesia.40 

Kewenangan ini berkaitan juga dengan pengupayaan hak-hak 

konstitusional pihak-pihak yang merasa bahwa adanya atau kehadiran 

suatu UU dianggap telah merugikan haknya. Maka dalam hal ini pihak-

pihak tersebut bisa mengajukan permohonan kepada MK untuk 

melakukan pengujian atas berlakunya suatu UU tersebut. Lembaga ini 

berupaya untuk meletakkan kembali hak-hak konstitusional  pada 

tempatnya sesuai dengan UUD 1945. Hal ini juga memiliki makna bahwa 

dengan adanya MK, konstitusi dapat menjadi acuan utama dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan. 

Kewenangan MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar berkaitan dengan konsep checks and balances pada lembaga-

 
39 Galuh Candra Purnamasari, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan 

Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional,” Jurnal Ilmu Hukum 2, 

no. 1 (Oktober 2017): 2. 
40 Benny K. Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran 

Pengujian UU Terhadap UUD (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 347. 
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lembaga negara yang saling berkaitan juga saling mengendalikan sehingga 

dimungkinkan adanya perselisihan antara lembaga-lembaga tersebut. 

Maka dalam hal ini MK hadir sebagai lembaga penengah apabila terjadi 

permasalahan tersebut. 

MK dalam kewenangan ini memiliki peran sebagi pencegah 

terjadinya konflik politik yang menyebabkan permusuhan antara lembaga-

lembaga negara. Kewenangan ini dapat menjaga hubungan antar lembaga 

sehingga tidak berdampak buruk pada sistem ketatanegaran dan 

kelembagaan negara karena posisi MK di sini sebagai pereda dan 

penengah dalam konflik tersebut.41 

Lembaga-lembaga yang dimaksud di sini merupakan lembaga 

yang menjadi subjectum litis yaitu lembaga yang disebutkan dalam Pasal 

61 Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 yang menjadi subjek dalam 

kewenangan MK ini. Dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh 

Jimly Asshiddiqie bahwa yang termasuk dalam subjectum litis yaitu 

lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga lain yang mana 

konstitusi tidak menyebut namanya namun konstitusi menyebut 

kewenangan-kewenangannya.42 

 
41 Adrianus Bawamenewi, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa 

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara,” Jurnal Warta Edisi 63 14, no. 1 (Januari 2020): 105. 
42 Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

Independen di Indonesia,” Jurnal Sasi 26, no. 4 (Oktober-Desember 2020): 436. 
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Kewenangan MK sebagai lembaga pemutus pembubaran partai 

politik sangat erat kaitannya dengan pelanggaran konstitusional oleh partai 

politik. Dalam kewenangan ini MK sebagai pengawal konstitusi berperan 

untuk melindungi hak-hak konstitusi, dalam hal ini asas maupun kegiatan 

yang dilakukan oleh suatu partai politik harus sesuai dengan konstitusi 

Negara Republik Indonesia. 

Selain itu, kewenangan ini memiliki maksud sebagai pelindung 

kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana UUD 1945 telah 

mengatur dan menjamin hal tersebut. Kebebasan ini tentu memiliki 

batasan yang harus dipatuhi berdasarkan konstitusi yang mana menjadi 

kewenangan MK untuk memutus suatu partai politik apabila telah terjadi 

pelanggaran terhadap kontitusi.43 

Kewenangan MK sebagai lembaga pemutus perselisihan hasil 

pemilihan umum berhubungan dengan konstitusionalitas dari 

pemerintahan terkait pengawasan oleh lembaga kehakiman mengenai 

mekanisme dalam menyelenggarakan negara. Hal ini dapat digambarkan 

pada perselisihan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah yang 

menunjukkan adanya keberatan terhadap hasil perhitungan suara dalam 

Pilkada. Berkaitan dengan hal itu, MK memiliki kewenangan untuk 

menjadi pemutus terkait perselisihan tersebut. 

 
43 Herdianto H. Lalenoh, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan 

Pembubaran Partai Politik Ditinjau dari Pasal 24 C ayat UUD 1945,” Jurnal Lex Administratum 6, no. 

4 (September-Desember 2018): 30. 
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Kewenangan MK ini tidak hanya berputar pada persengketaan 

yang terjadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun kewenangan 

ini juga termasuk jika dalam proses Pilkada ditemukan bahwa para pihak 

atau Calon Kepala Daerah maupun Calon Wakil Kepala Daerah diduga 

telah melanggar ketentuan atau peraturan yang ada yang sudah ditetapkan. 

Hal ini berdasar pada MK yang mempertimbangkan bahwa pelanggaran-

pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran konstitusional.44 

Dalam kewenangan ini, MK menempatkan diri sebagai penegak 

diadakannya Pilkada yang jujur juga adil dengan tidak berbenturan pada 

aturan dan ketetapan yang ada, dalam hal ini Konstitusi Negara Republik 

Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Sehingga 

terpilihnya pemimpin daerah dengan jalan konstitualitas akan membawa 

hasil yang konstitusionalitas pula. 

2. Proses Penyelesaian Sengketa Oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 

Hadirnya lembaga kehakiman MK dalam sistem ketatanegaraan 

Republik Indonesia adalah satu dari hal-hal yang sangat penting untuk 

menjaga dan menegakkan konstitusi dalam menafsirkan dan menangani 

berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Posisi MK juga merupakan wujud bagi terlaksananya 

sistem checks and balances bagi lembaga-lembaga negara sehingga dalam 

 
44 Abdurrachman Satrio, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Hasil 

Perselisihan Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics,” Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (Maret 

2019): 129. 
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melaksanakan kewenangannya, lembaga tersebut bisa menjalankan 

dengan tanggung jawab tanpa saling menjatuhkan atau merendahkan 

lembaga lainnya. 

MK sebagai lembaga kehakiman membawa kesetaraan dan 

keseimbangan bagi lembaga-lembaga dalam negara dalam 

menyelenggarakan negara dengan jalan yang sesuai dengan konstitusi 

yang ada. Sebagai pengawal dan penjaga konstitusi, MK menempatkan 

diri sebagai lembaga yang dalam usahanya melaksanakan kewenangannya 

dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dan apa yang menjadi 

keinginan warga negara. Selain itu, MK juga mengawal konstitusi dalam 

proses menyelenggarakan negara sesuai dan apa yang dicita-citakan oleh 

demokrasi. 

Sejak berdirinya MK hingga saat kini, lembaga ini telah 

menjalankan wewenang penegakan konstitusi dengan menangani perkara 

yang diajukan kepadanya. Maka tidak sedikit putusan yang dikeluarkan 

dan dinyatakan oleh MK dalam menjawab permasalahan-permasalahan 

konstitusional yang terjadi. Tidak hanya itu, beberapa putusan MK juga 

menjadi hal yang mengembangkan wewenang yang dimiliki oleh MK. 

Hal-hal yang mengalami perkembangan yaitu sebagai berikut45: 

 
45 Iskandar Muda, Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: Cara, 

Praktik, Uapaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang, beserta Pendapat 

Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi (Surakarta: 

CV. Kekata Group, 2020), 4. 
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a.) Wewenang MK judicial review atau sebagai lembaga penguji undang-

undang terhadap UUD mengalami perkembangan dimana pada 

awalnya kewenangan ini hanya berputar pada usaha perlindungan 

ayat-ayat atau isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

perkembangannya wewenang ini lebih meluas dengan usahanya 

dalam menyempurnakan hukum yang bersifat lebih umum. 

b.) Berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 wewenang 

pengujian konstitusi oleh MK mengalami penambahan yaitu MK juga 

memiliki wewenang untuk menguji Perppu dimana sebelumnya 

wewenang MK hanya pada pengujian UU terhadap UUD. 

c.) Mengacu pada Putusan MK No. 3/SKLN-X/2012, wewenang MK 

tumbuh dalam hal sengketa yang terjadi pada lembaga-lembaga 

negara. Pertimbangan yang disampaikan MK yaitu karena wewenang 

MK ini bukan hanya terkait wewenang lembaga yang dijelaskan 

secara terang dan jelas dalam UUD 1945 namun berkaitan juga pada 

wewenang atribusi dalam UUD 1945. 

d.) Berkenaan dengan wewenang MK sebagai lembaga pemutus sengketa 

hasil PHP Kada bahwa MK bisa memutus perselisihan ini apabila 

tidak ada atau belum terdapat peraturan perundang-undang mengenai 

hal tersebut.  

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 lembaga kehakiman 

MK terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi dimana dalam hal ini 
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Keputusan Presiden yang menetapkan kesembilan orang hakim tersebut. 

Dalam penetapannya, pengajuan sembilan orang hakim diambil tiga orang  

yang masing-masing oleh MA, DPR, dan Presiden. Dalam hal ini satu 

orang hakim menjabat sebagai hakim ketua di samping sebagai anggota, 

satu orang hakim lagi sebagai wakil ketua hakim di samping dirinya 

menjadi anggota, dan tujuh orang lainnya merupakan anggota hakim.46 

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu hukum atau peraturan yang 

berfungsi sebagai pengatur bagaimana MK melaksanakan kewenangan-

kewenangan yang lekat padanya atau dalam hal ini bagaimana prosedur 

atau tata cara bagi MK dalam melaksanakan kewenangannya terhadap 

perkara yang dijumpai yang disebut Hukum Acara MK. Hukum ini 

merupakan hukum formil yang memiliki fungsi sebagai penegak dari 

hukum materiil. Dimana dalam hal ini rujukan dari setiap pemecahan 

perkara mengacu pada konstitusi bukan terhadap peraturan perundang-

undangan lainnya.47 

Dalam melaksanakan kewenangannya, MK memiliki asas-asas 

yang melekat padanya. Asas-asas ini merupakan hal umum atau dasar 

yang memiliki posisi sebagai pemandu atau acuan bagi MK dalam 

menyelenggarakan proses peradilan konstitusi demi menegakkan hukum 

 
46 Ibnu Sina Chandranegara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2021), 29. 
47 Muchammad Ali Safa’at, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011) 14. 
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dan mencapai hadirnya keadilan utamanya dalam melindungi masyarakat 

terkait hak konstitusionalnya. Maka dalam melaksakan kewenangannya, 

MK harus memanifestasikan asas-asas ini dengan baik agar meraih apa 

yang dicita-citakan oleh konstitusi dalam melindungi warga negaranya. 

Berikut ini asas-asas yang melekat pada Hukum Acara MK.48 

a.) Ius Curia Novit 

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman asas ini memiliki makna bahwa MK wajib dan 

harus melaksanakan kewenangannya dalam memutus suatu perkara 

ketika suatu pihak mengajukan permohonan. Dalam hal ini, perkara-

perkara yang datang tidak boleh ditolak dengan alasan suatu hukum 

tersebut dianggap kurang jelas ataupun belum ada hukum yang 

mengatur terkait hal tersebut. 

b.) Persidangan terbuka untuk umum 

Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa proses persidangan dalam pengadilan 

dibuka untuk umum. Hal ini memiliki tujuan bahwa proses 

persidangan diharapkan mampu menghadirkan dan menyajikan proses 

dan hasil dengan penilaian objektif oleh hakim sehingga putusan yang 

dikeluarkan akan diterima baik oleh publik. Namun di samping itu, 

hakim dapat memutuskan bahwa suatu persidangan diadakan dengan 

 
48 Muchammad Ali Safa’at, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 16. 
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tertutup dikarenakan suatu hal tertentu, contohnya terdapat 

penyensoran dalam alat bukti yang dihadirkan. 

c.) Independen dan Imparsial 

Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menegaskan bahwa peradilan konstitusi wajib untuk 

memiliki sifat mandiri dan independen dalam melaksanakan 

kewenangan-kewenangannya karena sebagai lembaga pengawal 

konstitusi, MK tidak boleh tunduk terhadap suatu lembaga atau 

kepentingan tertentu dimana hal ini dimungkinkan bisa terjadi adanya 

pertentangan hukum ataupun keadilan. 

d.) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan 

Asas ini berdasar pada Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan 

Kehakiman yang ditujukan agar setiap warga negara ataupun lembaga 

negara dapat mengajukan permohonan untuk menegakkan hak-hak 

konstitusionalnya tanpa terhalang atau terkendala dengan hal-hal 

tertentu. Sehingga bukan hanya orang-orang yang mampu secara 

kompetensi atau finansial saja yang bisa mengajukan permohonan 

terhadap lembaga kehakiman ini. 

e.) Audi et alteram partem (hak untuk didengar secara seimbang) 

Asas ini memiliki makna bahwa pihak-pihak dalam proses 

peradilan di pengadilan memiliki posisi dan kedudukan hak yang 

sama dalam hal menyampaikan pernyatannya. Berkaitan dengan hal 
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tersebut hakim konstitusi harus meletakkan porsi yang sama dalam 

mendengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak yang 

berperkara maupun saksi yang didatangkan oleh masing-masing 

pihak. 

f.) Hakim aktif dalam persidangan 

Asas ini menjelaskan bahwa dalam proses persidangan hakim 

konstitusi akan melakukan kewenangannya secara aktif karena hakim 

dianggap sebagai kedudukan yang memahami hukum atas berbagai 

perkara-perkara yang dimohonkan. Asas ini berhubungan dengan asas 

yang pertama dimana MK tidak diperbolehkan untuk melakukan 

penolakan atas suatu perkara yang dimohonkan. 

g.) Praesumtio lustae causa (asas praduga keabsahan) 

Asas ini berkaitan dengan sifat putusan MK yaitu memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat dimulai setelah pembacaan yang 

dilakukan oleh hakim konstitusi mengenai suatu perkara. Oleh karena 

itu, sebelum suatu putusan dijatuhkan maka perbuatan yang 

dimohonkan masih dipandang sebagai perbuatan yang sah 

berdasarkan peraturan hukum yang berlaku hingga adanya putusan 

yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus dibatalkan.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga kehakiman tidak bisa jauh dan terlepas dari 

konstitusi. Lembaga ini berdiri dengan maksud menegakkan dan 
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mengawal konstitusi dalam proses penyelenggaraan negara. Keterkaitan 

lembaga ini dengan konstitusi tergambar dengan dua hal yaitu perkara dan 

konsekuensinya. Perkara yang dihadapi oleh MK adalah perkara yang 

berkaitan dengan konstitusi atau bersifat konstitusional. Sedangkan 

konsekuensi yang diterima oleh lembaga ini yaitu menjadikan konstitusi 

tersebut sebagai dasar utama atau acuan utama dalam menjalankan 

kewenangannya dengan memberi putusan terhadap perkara yang ada.49 

Sumber hukum yang digunakan oleh MK dalam menyelesaikan 

suatu perkara dapat dilihat pada perspektif formil dan materiilnya. Seperti 

diketahui bahwa sumber hukum terbagi menjadi dua bentuk, dalam hal ini 

formil dan materiil. Sumber hukum formil merupakan suatu sumber yang 

menjadi dasar diperolehnya kekuatan hukum bagi suatu peraturan atau 

bisa digambarkan dengan bagaimana suatu hukum menjadi sah untuk 

diberlakukan. Sedangkan sumber materiil merupakan dasar yang menjadi 

alasan bagi suatu peraturan dibentuk.50 

Dalam hal ini, untuk sumber Hukum Acara MK, sumber hukum 

formilnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berisi aturan terkait 

bagaimana MK beracara. Seperti keberadaan Undang-Undang MK. 

Sedangkan mengenai sumber materiil bagi hukum acara ini yaitu dengan 

melihat aspek-aspek yang menjadi dasar terpengaruhinya suatu materi 

 
49 Muchammad Ali Safa’at, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 16. 

50 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MKRI, 2010), 25. 
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Hukum Acara MK. Berkaitan dengan hal tersebut, Pancasila sebagai dasar 

NKRI merupakan sumber dari nilai dalam Hukum Acara MK. Selanjutnya 

teori-teori hukum yang tentunya sejalan dan tidak bertentangan dengan 

karakteristik Negara Indonesia menjadi dasar atas asas-asas Hukum Acara 

MK. 

MK memiliki keunikan atau karakter tersendiri dibandingkan 

dengan lembaga kehakiman lainnya. Pertama, lembaga ini menangani 

perkara-perkara yang berhubungan dengan konstitusionalitas sehingga 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hakim konstitusi 

menjadikan konstitusi sebagai acuan atau dasar utama dalam membuat 

keputusan. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan kewenangan yang 

dimiliki bahwa hal-hal tersebut berkaitan dengan posisi MK sebagai 

lembaga pengawal konstitusi.51 

Karakteristik MK yang kedua yaitu bahwa ultra petita sudah tidak 

berlaku lagi bagi hakim konstitusi dalam membuat keputusan mengenai 

suatu perkara yang dimohonkan. Larangan ultra petita merupakan keadaan 

dimana hakim memberi putusan yang lebih daripada isi permohonan. 

Ketidakberlakuan larangan ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa 

hakim MK berkewajiban untuk melindungi hak konstitusional sehingga 

 
51 Gede Marhaendra Wija Atmaja, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Despansar: Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, 2018), 34. 
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demi kepentingan publik, hakim diperbolehkan untuk berpikir luas di luar 

isi yang dimohonkan. 

3. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 memiliki maksud 

untuk mewujudkan penataan hukum yang baik berdasarkan pada 

kedudukan dimana rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam 

negara. Di samping itu, amandemen ini juga dimaksudkan untuk 

memperbaiki dan mengupayakan agar mekanisme ketatanegaraan berjalan 

lebih baik, yang mana hal ini bisa menjadi jawaban atas persoalan-

persoalan ketatanegaraan yang masih belum bisa memenuhi ekspektasi 

rakyat terhadap negara. 

Salah satu hasil dari amandemen UUD 1945 yaitu MPR bukan lagi 

menduduki posisi sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Hal ini 

mengakibatkan munculnya prinsip checks and balances antara masing-

masing lembaga yang ada di Indonesia dalam menjalankan 

kewenangannya. Masing-masing lembaga tidak bisa berbuat semena-mena 

karena wewenang yang dimiliki masing-masing dibatasi oleh wewenang 

lembaga lainnya. Lembaga-lembaga ini harus saling mengawasi  dan 

mengontrol demi mewujudkan sistem demokrasi yang mapan.52 

 
52 Ansori, “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan 

Pilkada,” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (September 2017): 555. 
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Salah satu upaya bagi negara untuk mewujudkan negara yang 

demokratis yaitu diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) dalam memilih 

dan menentukan pemimin sebagai wakil dari rakyat. Hal ini karena paham 

demokrasi merupakan paham dimana rakyat memiliki kedudukan tertinggi 

dalam suatu negara. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat merupakan poin 

penting dalam proses perwujudan negara yang demokratis.  

Sudiarto memberi pernyataan bahwa salah satu hal penting dalam 

demokrasi yaitu adanya Pemilu oleh rakyat karena Pemilu adalah wujud 

keikutsertaan rakyat dalam politik negara. Hutington juga menyatakan 

bahwa ketika suatu negara menjalankan Sistem Pemilu yang dilakukan 

dengan berkala sebagai usaha pergantian kekuasaan, maka negara tersebut 

dapat dipastikan merupakan negara berpaham demokrasi. Berdasarkan hal 

itu, maka Pemilu dan demokrasi memiliki hubungan keterikatan yang 

sangat kuat dengan berdasar pada prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat.53 

Pemilu dalam keberadaannya memiliki beberapa fungsi yaitu 

pertama Pemilu merupakan media rakyat dalam upaya penyampaian 

pendapat untuk memilih dan menentukan pemimpin yang akan menjadi 

wakilnya dalam ketatanegaraan. Kedua, rakyat memiliki kedudukan yang 

istimewa karena bisa menyampaikan ungkapan rasa tidak puas atas kinerja 

pemimpin negara sehingga terjadinya perubahan akan peraturan atau 

 
53 Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia (Bandung: Fokus Media, 

2018), 84. 
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kebijakan dimungkinkan adanya. Ketiga, pemuli merupakan media bagi 

rakyat untuk menyatakan pendapat yang berkaitan untuk memperbaiki 

ekonomi dan pembangunan negara. Keempat, Pemilu merupakan sarana 

untuk menghindari adanya pemimpin yang menyalahgunakan 

wewenangnya sehingga tercipta keadaan yang aman bagi rakyat.54 

Kembali lagi bahwa untuk mewujudkan sitem kedaulatan negara, 

partisipasi rakyat dalam mekanisme ketatanegaraan sangat penting untuk 

dilakukan. Meskipun pada kenyatannya sebagai suatu mekanisme Pemilu 

tidak bisa terlepas dari kekurangan ataupun celah, namun menurut 

beberapa ahli Pemilu merupakan jalan yang baik untuk menjamin negara 

yang demokratis berdasarkan konstitusi yang berlaku, dalam hal ini UUD 

1945. 

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

tepatnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan 

secara demokratis. Dalam hal ini tercantum di dalamnya asas-asas yang 

megatur proses pemilu sehingga dalam pelaksanaannya, pemilu dapat 

dijalankan secara demokratis.55 

Asas-asas tersebut yaitu yang pertama asas langsung yang berarti 

hak pilih yang dimiliki oleh warga negara untuk memilih pemimpin atau 

wakil rakyatnya dapat digunakan secara langsung dan tidak melalui 

 
54 Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, 136. 
55 Dian Ade Nugroho dan Retno Mawarini Sukmariningsih, “Peranan Komisi Pemilihan 

Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis,” Jurnal Juristic 1, no. 1 (April 2020): 25. 
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perantara apapun. Kedua, asas umum yang berarti bagi setiap WNI 

memiliki hak untuk memilih dalam pemilu ketika warga negara tersebut 

telah mencukupi dan melengkapi persyaratan sebagai seorang pemilih. 

Ketiga, asas bebas yang berarti bahwa setiap warga negara dalam memilih 

memiliki kebebasan atas siapa yang dia pilih sebagai pemimpin ataupun 

wakil rakyatnya. Pilihan ini didasarkan pada keinginan pribadi tanpa 

dipengaruhi oleh tekanan dari manapun. Keempat, asas rahasia yang 

berarti bahwa peraturan perundang-undangan telah menjamin bahwa 

siapapun yang menjadi pilihan untuk menjadi pemimpin bagi setiap warga 

negara berhak untuk menjadi rahasia tanpa sepengetahuan pihak lain. 

Kelima, asas jujur yang berarti bahwa dalam memilih pemimpin ataupun 

wakilnya, setiap warga negara dipaksa untuk memilih dengan penuh 

kejujuran tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Terakhir yaitu 

asas adil yang berarti bahwa setiap kesempatan yang diberikan negara 

bagi warga negara untuk mengeluarkan suaranya dalam memilih 

mempunyai porsi yang sama antara satu dengan yang lain. 

Penegasan bahwa demokrasi merupakan upaya untuk 

mengupayakan kedaulatan rakyat dengan adanya Pemilu yaitu adanya 

lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan 

Umum. KPU merupakan suatu lembaga untuk menyelenggarakan Pemilu 

yang mandiri serta tidak memihak salah satu atau sebagian pihak. Dasar 

atau acuan dibentuknya KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan 
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Pemilu di Indonesia yaitu merealisasikan cita-cita UUD 1945 dalam 

menciptakan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi kedaulatan 

rakyat. KPU juga diharapkan dapat membawa sistem dan mekanisme 

penyelenggaraan Pemilu sejalan dengan asas-asas yang telah ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan.56 

Pasal 22 E UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum 

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ‘nasional’ yaitu 

KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dalam ranah 

keseluruhan Negara Indonesia tanpa terkecuali. Mengenai hal tersebut, 

KPU memiliki beberapa tingkatan terbagi dalam cakupan daerahnya. KPU 

pada tingkat nasional, KPU pada tingkat Provinsi, KPU pada tingkat 

Kabupaten/Kota.57 

Selanjutnya yang dimaksud dengan ‘tetap’ dalam UUD tersebut 

yaitu tugas yang dimiliki oleh KPU dijalankan dengan cara yang 

berkesinambungan di samping   bahwa anggota-anggota KPU memiliki 

batas masa dalam menjabat. KPU memiliki dua jalan untuk menjalankan 

tujuan undang-undang terkait sifat ini yaitu yang pertama tugas yang 

dimiliki oleh KPU dijalankan tanpa putus atau berhenti dimulai dari 

 
56 Yuliana dan Lukman Ilham, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar 

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum,” Jurnal Tomalebbi 1, no. 2 (September 2014): 101. 
57 Aditya Perdana dkk, Tata Kelola Pemilu di Indonesia (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia, 2019), 129. 
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periode awal Pemilu hingga periode setelah Pemilu. Kedua, KPU dalam 

menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu anggota-anggota dan staf secretariat. Dalam hal ini, 

anggota KPU dipilih dengan melalui proses seleksi dengan tahapan-

tahapan yang telah ditentukan. 

Sifat KPU selanjutnya yaitu ‘mandiri’ yang bermaksud KPU 

sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilu memiliki sikap mandiri dan 

bebas tanpa adanya pengaruh dari berbagai pihak luar. Di samping itu, 

KPU menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dengan penuh 

tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-

undangan. Istilah ‘mandiri’ sendiri memuat tiga maksud di dalamnya. 

Pertama, institusional memiliki maksud bahwa KPU sebagai lembaga 

yang bebas dan tidak bergantung kepada lembaga-lembaga lain. Kedua, 

fungsional memiliki maksud bahwa KPU dalam menyelenggarakan 

Pemilu tidak terinvensi pihak apapun dan manapun. Ketiga, personal 

memiliki maksus bahwa para anggota KPU dalam menyelenggarakan 

Pemilu bebas dari sifat partisan. 

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dilimpahi beberapa 

kewenangan yang harus dijalankan oleh lembaga ini. KPU bertindak 

sebagai penetap sistem kerja baik KPU sendiri ataupun KPU dalam 

tingkat daerah masing-masing termasuk juga PPK, PPS, KPPS, PPLN, 

KPPSLN. Selanjutnya KPU memiliki kewenangan sebagai pembuat dan 
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pembentuk aturan-aturan KPU pada tiap-tiap tahap Pemilu, dimulai dari 

penetapan peserta, hingga pengumuman hasil perhitungan suara yang 

terlampir dalam berita acara perhitungan serta pada sertifikat hasil 

perhitungan suara. KPU juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 

putusan KPU mengenai pengesahan Pemilu beserta pengumumannya. 

Selain itu, kewenangan ini juga mencakup dalam penetapan dan 

pengumuman jumlah kursi yang diperoleh pada tiap-tiap parpol.58 

KPU juga memiliki kewenangan dalam hal yaitu anggota KPU 

dapat diangkat, dibina, maupun diberhentikan oleh lembaga ini selain 

memberikan sanksi baik berupa administratif ataupun penonaktifan 

sementara anggota apabila terdapat bukti atas adanya pelanggaran. Di 

samping itu, KPU memiliki kewenangan untuk mengesahkan kantor 

akuntan publik dalam hal mengaudit dana Kampanye Pemilu di samping 

lembaga ini juga harus memberikan pengumuman terkait sumbangan dana 

kampanye Pemilu.59 

4. Penyelesaian Pembatalan Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Orient 

Patriot Riwu Kore (Orient) 

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini diawali dengan 

diajukannya permohonan oleh Taken Irianto Radja Pono dan Herman 

 
58 Teguh Prasetyo, KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu 

(Bandung: Nusa Media, 2021), 10. 
59 Teguh Prasetyo, KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu, 

10. 
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Hegi Radja Haba di mana keduanya merupakan pasangan calon nomor 

urut 3 lawan dari pasangan Orient-Thobias. Kemenangan Orient-Thobias 

mengantarkan Taken-Herman dalam melakukan permohonan kepada MK 

terkait keberatannya akan hasil dari pemilihan umum kepala daerah yang 

telah dilaksanakan. Hal ini diakibatkan oleh diketahuinya status Orient 

yang menyandang kewarganegaraan Amerika selain dalam hal ini Orient 

berstatus warga negara Indonesia dengan kepemilikian NIK dengan nomor 

0951030710640454 Jakarta. 

Dalam hal ini objek permohonan yang menjadi fokus Pemohon 

dalam mengajukan permohonannya yaitu pada surat keputusan yang telah 

dikeluarkan oleh KPU yang salah satunya yaitu SK KPU Nomor 

342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 yang berisi hasil rekap 

perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah juga penetapan hasil 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemohon beranggapan dengan status 

dwi kewarganegaraan yang dimiliki oleh Orient Kore maka proses Pilkada 

mengalami cacat administratif sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh 

KPU terkait hasil Pilkada tidak bisa diterima. Pemohon juga menguraikan 

bahwa Termohon dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara, dianggap 

kurang teliti dalam menangani segala proses administrasi sehingga timbul 

adanya permasalahan yang mengakibatkan ketidaksahan hasil Pilkada 

Sabu Raijua 2020. 
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Pernyataan oleh Pemohon dibantah oleh KPU selaku Termohon 

yang menyebutkan bahwa sengketa ini bukanlah kewenangan MK. Hal ini 

dikarenakan dalam permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan 

keberatannya akan hasil Pilkada dengan menjelaskan secara rinci tentang 

perselisihan hasil pemilihan umum karena fokus pemohon terhadap surat 

pernyataan oleh Amerika yang menyatakan bahwa Orient 

berkewarganegaraan Amerika yang mana hal ini dianggap tidak sesuai 

dengan apa yang Pemohon dalilkan pada isi permohonan juga pada Pasal-

Pasal yang Pemohon cantumkan dalam Permohonannya. KPU juga 

membantah pernyataan Pemohon dengan menjelaskan secara terperinci 

tahapan-tahapan proses dalam menyelenggarakan Pilkada secara hati-hati 

dan ketelitian yang baik. 

Pihak terkait dalam sengketa ini juga memaparkan pendapatnya 

yang sejalan dengan jawaban Termohon. Pihak Terkait menyatakan bahwa 

sengketa ini bukanlah kewenangan MK untuk menyelesaikan maupun 

mengadili. Hal ini didasarkan karena Pemohon atas dugannya mengenai 

status dwi kewarganegaraan Orient adalah tahapan administrasi paslon 

Pilkada yang mana berada di wilayah atau merupakan wewenang dari 

Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan, MK 

menyatakan bahwa dalam hal ini MK tidak hanya mempertimbangkan 

pernyataan Pemohon, namun juga apa yang dinyatakan oleh Termohon 
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maupun Pihak Terkait berkaitan dengan wewenang MK dalam 

menyelesaikan dan mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilu ini. MK 

juga memasukkan objek permohonan yang dimohonkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam sengketa ini dengan meneliti secara seksama. Di 

mana salah satunya yaitu SK KPU Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-

Kab/XII/2020 yang berisi hasil rekap perhitungan suara pemilihan umum 

kepala daerah juga penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang di 

dalamnya dinyatakan bahwa sebelum adanya atau terbentuknya badan 

peradilan khusus yang menangani perselisihan dari penetapan perolehan 

suara dalam tahapan pemilihan, hal ini masih merupakan ranah MK untuk 

memeriksa dan mengadili. Pasal ini juga diperkuat dengan ayat (4) di 

mana di dalamnya dinyatakan bahwa bagi permohonan pembatalan 

penetapan hasil perolehan suara bisa diajukan oleh peserta pemilihan 

kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut MK memiliki 

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. 

Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa mengabulkan 

sebagian dari yang dimohonkan dalam Permohonan. MK membatalkan 

empat surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU di mana termasuk 

di dalamnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua 

Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil 
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Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. MK juga 

menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Orient-Thobias telah 

terdiskualifikasi dari peserta Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020. 

Selain itu MK juga memutuskan dengan memberi perintah kepada 

KPU selaku Termohon untuk mengadakan pemungutan suara ulang 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hanya diikuti oleh dua peserta 

saja yaitu paslon nomor urut 1 dan 3. MK memberi tenggang waktu 60 

hari bagi KPU selaku Termohon dalam mengadakan pemungutan suara 

ulang tanpa adanya paslon nomor urut 2 yaitu Orient-Thobias. 

MK memberi perintah kepada KPU untuk berkoordinasi dengan 

KPU setempat, memberi perintah kepada Badan Pengawas Pemilu untuk 

berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu setempat, juga memberi 

perintah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 

berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat dalam hal ini Sabu 

Raijua, mengenai dilaksanakannya putusan oleh MK ini. Dalam hal ini 

putusan MK bersifat final dan mengikat yang artinya harus dan wajib 

dilaksanakan bagi siapapun yang terlibat dan termasuk dalam putusannya. 

Jika dikaitkan kembali dengan sub bab sebelumnya, penyelesaian 

perselisihan dalam permasalahan Orient yang dilakukan oleh MK ini 

sesuai dengan apa yang dimaksud dengan negara hukum. Sesuai dengan 

pengertiannya bahwa negara hukum merupakan negara yang berlandaskan 

hukum di mana segala bentuk penyelenggaraan dilakukan berdasarkan 
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hukum.60 Timbulnya suatu permasalahan adanya kewarganegaraan ganda 

milik salah satu warga Indonesia mengantarkan MK untuk berusaha 

melaksanakan kewenangannya berdasarkan UUD 1945 dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berdasarkan juga pada 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Mengingat kembali bahwa pada 

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa MK sebagai kekuasaan 

kehakiman di Indonesia memiliki empat kewenangan yang melekat 

padanya, termasuk di dalamnya menjadi pemutus sengketa perselisihan 

pemilihan umum. 

Penyelesaian sengketa oleh MK ini juga berkaitan dengan 

perlindungan hak-hak warga negara dengan didasarkan pada konstitusi 

yang berlaku. Di mana MK merupakan lembaga penegak konstitusi. 

Sesuai dengan penjelasan pada sub bab awal bahwa dalam konsep 

hubungan antara negara dan warga negara menimbulkan akibat hukum 

yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. 

Penyelesaian ini dimaksudkan untuk meletakkan konstitusi pada 

tempatnya sehingga hak maupun kewajiban Orient ataupun pihak lainnya 

tidak berada pada posisi yang salah. 

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa sebelum terbentuknya badan peradilan khusus yang 

 
60 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2015), 169. 
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menangani perselisihan dari penetapan perolehan suara dalam tahapan 

pemilihan, hal ini masih merupakan ranah MK untuk memeriksa dan 

mengadili.61 Hal ini juga dijelaskan kembali bahwa permasalahan pemilu 

meliputi juga pelanggaran administrasi maupun sengketa yang timbul 

selama penyelenggaraaan pemilu.62 Maka dari itu penyelesaian sengketa 

batalnya Orient merupakan ranah MK untuk mengadili dan memutusnya. 

Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang MK dinyatakan bahwa keputusan oleh MK diharuskan berisi 

dan didasarkan pada fakta-fakta yang muncul dan diungkap pada waktu 

persidangan serta didasarkan juga pada pertimbangan hukum yang 

dilakukan oleh Hakim MK.63 Selama proses persidangan, para Hakim MK 

tidak hanya mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang menjadi isi 

permohonan, namun juga meninjau dan menjadikan keterangan dari 

Termohon, para ahli, dan saksi-saksi sebagai unsur untuk mendapatkan 

fakta dan keterangan yang bisa membantu hakim dalam membuat 

keputusan. 

Dalam Pasal 47 Undang-Undang tersebut juga menerangkan 

bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh MK sebagai lembaga 

 
61 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerinah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3). 
62 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat dan kepaniteraan 

MKRI, 2010), 220. 
63 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, Pasal 45 ayat (3). 
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kekuasaan kehakiman memiliki kekuatan hukum tetap dimulai pada saat 

hakim mengucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum.64 

Dalam sengketa ini, MK tidak hanya membatalkan empat surat keputusan 

yang telah dikeluarkan oleh KPU, namun juga memberikan waktu 60 hari 

untuk KPU dalam melakukan pemilihan umum ulang dengan perbedaan 

peserta, yaitu didiskualifikasinya pasangan Orient-Thobias. Selain itu, MK 

juga memerintahkan KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara untuk saling 

berkoordinasi dengan bagian daerah Sabu Raijua selama pelaksanaan 

Pilkada ulang. Hal-hal ini harus dan wajib untuk dijalankan bagi masing-

masing lembaga karena mengingat bahwa Putusan MK memiliki sifat 

final dan mengikat juga tetap. 

B. Akibat Hukum Orient Sebagai Dwi Kewarganegaraan Pasca Pembatalan 

Pelantikan Sebagai Bupati Sabu Raijua 

1. Warga Negara dan Hukum Kewarganegaraan 

a. Warga Negara 

Aristoteles pernah menyatakan bahwa negara merupakan suatu 

perkumpulan dari manusia-manusia yang memiliki keinginan yang 

sama untuk suatu hal yang baik demi meraih cita-cita bersama dalam 

bentuk masyarakat. Hal ini dijelaskan kembali dengan seorang 

manusia yang menyatu dengan manusia yang lain sehingga terbentuk 

 
64 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, Pasal 47. 
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suatu keluarga. Kemudian keluarga-keluarga ini berkumpul dan 

membentuk perkumpulan yang lebih besar dari sebelumnya. Proses ini 

disebabkan oleh berkembangnya tujuan dan keinginan dari komponen 

individu hingga menjadi kumpulan individu yang lebih besar, dalam 

hal ini yang kita kenal dengan sebutan rakyat.65 

Rakyat merupakan salah satu unsur yang menjadi tombak 

adanya kehendak untuk mendirikan suatu negara. Rakyat menjadi 

perencana, perintis, pengendali, maupaun penyelenggara bagi 

kepemerintahan dalam suatu negara. Rakyat bisa diartikan sebagai 

kelompok individu yang secara mutlak mematuhi dan tunduk terhadap 

suatu aturan dalam negara.66 

   

     Gambar. 4.1 

Rakyat 

 

 
65 Raimundus Bulet Namang, “Negara dan Warga negara Persektif Aristoteles,” Jurnal Ilmiah 

Dinamika Sosial 4, no. 2 (Juli 2020): 255. 
66 Damri dan Fauzi Eka Putra, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Kencana, 2020), 55. 
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Berdasarkan diagram di atas, rakyat terbagi menjadi dua yaitu 

penduduk dan bukan penduduk. Penduduk merupakan orang yang 

dengan tetap berada dan memiliki domisili suatu wilayah dalam 

jangka panjang, dimana penduduk terbagi lagi menjadi dua yaitu 

warga negara dan bukan warga negara. Sedangkan bukan penduduk 

merupakan orang yang dengan tidak tetap dan tidak terus-menerus 

berada dan tinggal dalam suatu negara.67 

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas bahwa salah 

satu unsur dari terbentuknya suatu negara selain wilayah yang 

merupakan unsur fisik yaitu adanya rakyat. Rakyat merupakan 

kelompok individu yang berada dalam suatu wilayah yang secara 

mutlak diatur oleh suatu peraturan dalam wilayah tersebut. Dimana 

rakyat masih terbagi-bagi lagi hingga pada komponen terkecilnya 

yaitu warga negara. 

Menurut pernyataan A.S. Hikam bahwa warga negara 

merupakan individu-individu yang berkumpul dalam suatu komunitas 

sehingga terbentuk suatu negara. Koerniatmo S. juga menyatakan 

bahwa warga negara merupakan bagian atau komponen dari suatu 

negara sehingga timbul hak maupun kewajiban dalam hubungannya 

dengan negara. Maka dapat disimpulkan bahwa warga negara 

 
67 Damri dan Fauzi Eka Putra, Pendidikan Kewarganegaraan, 55. 
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merupakan individu-individu yang merupakan bagian atau komponen 

atau anggota dalam suatu negara yang diatur secara hukum.68 

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

dikatakan sebagai warga negara yaitu orang yang murni berbangsa 

Indonesia ataupun orang yang memiliki kebangsaan lain namun telah 

sah menjadi WNI berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan bukan warga negara yaitu orang 

yang memiliki kebangsaan suatu negara namun orang tersebut tunduk 

pada kepemerintahan negara lain.69 

Dalam hal ini, warga negara memiliki posisi yang sangat 

penting dalam suatu negara. Negara tidak bisa terbentuk apabila unsur 

rakyat sebagai unsur pembentuk ini tidak ada. Berkaitan dengan hal 

itu, bahwa hubungan antara negara dan warga negara sangat erat 

kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan warga 

negara untuk eksistensinya begitu pula dengan warga negara yang 

membutuhkan negara untuk menjadi media meraih tujuan dan cita-cita 

bersama. 

Dalam usaha masing-masing baik negara maupun warga 

negara dalam meraih keinginan atau cita-citanya yang berhubungan 

 
68 Asep Sulaiman, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Bandung: CV. Arvino 

Raya, 2015), 49. 
69 Maslan Abdin, “Kedudukan dan Peran Warga Negara dalam Masyarakat Multikultural,” 

Jurnal Pattimura Civic 1, no. 1 (Maret 2020): 19. 
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dengan kelancaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka 

diwajibkan bagi keduanya untuk melaksanakan segala kewajiban yang 

dilimpahkan kepada keduanya. Baik itu kewajiban negara dalam 

memenuhi segala unsur kebutuhan dan melindungi rakyatnya, maupun 

warga negara dengan kewajibannya membela dan menjaga keutuhan 

negara. 

Hubungan timbal balik antara negara dan warga negara ini 

diakibatkan oleh adanya pengakuan oleh negara atas keberadaan status 

warga negaranya selain eksistensinya yang memicu timbulnya hak dan 

kewajiban antara negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga 

negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan 34. 

Sedangkan hak dan kewajiban negara berkaitan dengan hal-hal yang 

yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan atas kehidupan 

negara juga cita-cita seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945.70 

Pemaparan di atas memberikan gambaran bagi warga negara di 

mana posisi atau kedudukan seseorang tersebut di dalam negara. Satu 

dari segala poin penting pemberian negara kepada warga negara yaitu 

status kewarganegaraan. Status ini merupakan salah satu hak yang 

dimiliki oleh warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk 

 
70 Sulaiman, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Banda Aceh: Yayasan 

PeNa Banda Aceh, 2016), 54. 
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memenuhinya. Ketika hak ini didapatkan oleh warga negara, maka hak 

lainnya juga akan mengikuti seperti adanya perlindungan dan 

pemenuhan kesejahteraan oleh negara. 

b. Hukum Kewarganegaraan 

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kewarganegaraan 

merupakan status atau pengakuan yang diberikan kepada warga negara 

oleh negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Status ini merupakan hak warga negara yang 

harus diberikan berkaitan dengan hubungan negara dengan warga 

negara. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaran bahwa yang dimaksud dengan 

kewarganegaraan yaitu setiap perihal yang memiliki hubungan dengan 

warga negara. Jika diartikan menggunakan Bahasa Inggris dalam kata 

citizenship yang memiliki pengertian yaitu status atau kedudukan yang 

merujuk atau menunjuk adanya suatu hubungan antara seseorang 

dengan suatu negara dan warga negara.71 

Selain berdasarkan pada hal itu, pengertian kewarganegaraan 

terbagi menjadi dua. Pertama, dalam artian yuridis dan sosiologis. 

Secara yuridis kewarganegaraan memiliki pengertian sebagai pertalian 

 
71 Abd. Rahman dan Baso Madiong, Pendidikan Kewarganegaraan (Makassar: Celebes 

Media Perkasa, 2017), 35. 
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hukum yang dimiliki oleh warga negara dengan suatu negara atau 

dapat dikatakan bahwa kewarganegaraan merupakan suatu kedudukan 

hukum. Sedangkan secara sosiologis kewarganegaraan memiliki 

kaitan atau hubungan emosi antara warga negara dengan negara. 

Kedua, secara formal dan material. Secara formal kewarganegaraan 

merujuk pada kedudukan kewarganegaraan dalam pengaturan hukum 

dikarenakan aturan-aturan terkait negara maupun warga negara 

memiliki sifat publik. Sedangkan secara material kewarganegaraan 

merujuk pada hasi dari kebangsaan seseorang atau kewarganegaraan 

dalam hal ini munculnya hak dan kewajiban juga ikut serta warga 

negara. Diingat kembali bahwa posisi seorang warga negara tidak 

sama dengan posisi seorang yang bukan warga negara.72 

Hubungan warga negara dan kewarganegaraan ini juga 

tergambarkan dalam penjelasan sebelumnya mengenai bagaimana 

seseorang menjadi Warga Negara Indonesia yang terbagi dalam 12 

poin dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Oleh karena itu, kewarganegaraan merupakan komponen 

dari konsep warga negara yang selain itu juga memuat negara di 

dalamnya. 

 
72 Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, Pendidikan Kewarganegaran (Yogyakarta: CV. 

Andi Offset, 2015), 53. 
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Dalam konsep kewarganegaraan juga terdapat unsur-unsur 

yang menjadi penentu status kewarganegaraan bagi seseorang. Unsur-

unsur tersebut yaitu pertama ius sanguinis (darah keturunan), dalam 

hal ini status kewarganegaran seseorang ditentukan oleh status 

kewarganegaraan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya atau dapat 

digambarkan seperti apabila pasangan orang tua yang memiliki 

kewarganegaraan Indonesia melahirkan seorang anak, maka secara 

otomatis anak tersebut adalah WNI. Kedua, ius soli (tempat kelahiran), 

dalam hal ini status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh 

tempat kelahiran orang yang bersangkutan, hal ini dimisalkan apabila 

seseorang lahir di wilayah NKRI maka secara otomatis orang tersebut 

berkebangsaan Indonesia. Ketiga yaitu naturalisasi (pewarganegaraan), 

dalam hal ini bagi seseorang dimana prinsip ius sanguinis maupun ius 

solinya tidak bisa terpenuhi, maka orang tersebut bisa mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan 

menggunakan cara naturalisasi dengan berdasarkan kepada kondisi 

negara dan peraaturan perundang-undangan yang berlaku.73 

Dalam hal ini ada perbedaan pengertian dengan apa yang 

dimaksud dengan hukum kewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan 

merupakan hukum yang ada di dalam suatu negara yang mengatur 

terkait negara dan warga negara serta hubungan di antara keduanya 

 
73Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, Pendidikan Kewarganegaran, 57. 
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termasuk juga di dalamnya hak dan kewajiban baik negara terhadap 

warga negara maupun warga negara terhadap negara. 

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang ditujukan untuk 

mengatur kewarganegaraan yang di antaranya yaitu Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang  

tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik 

Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali 

kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 undang-

undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik 

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 

No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan 

Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, serta 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.08-

HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan 

Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai WNI yang 

berkewarganegaraan Ganda. 

Hubungan antara peraturan-peraturan di atas bisa dilihat 

dengan melihat acuan UUD 1945 tepatnya pada Pasal 26 menjadi 
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tombak apa yang dimaksud dengan warga negara. Pasal ini tidak 

hanya berisi pengertian warga negara saja namun juga berisi poin-poin 

dasar persyaratan menjadi WNI. Pertama, yang menjadi WNI yaitu 

orang yang murni memiliki kebangsaan Indonesia. Kedua, orang yang 

memiliki kebangsaan negara lain bukan Indonesia dapat menjadi WNI 

apabila telah sah menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Ketiga, orang yang bisa disebut WNI yaitu orang yang telah 

sah menjadi WNI berdasarkan dimulainya pemberlakuan undang-

undang sejak proklamasi Indonesia.74 

Peraturan perundang-undangan tersebut lebih jelasnya 

digambarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan mengenai siapa saja yang bisa disebut 

sebagai Warga Negara Indonesia. Pertama, orang yang bisa disebut 

sebagai WNI yaitu sesuai dengan UUD 1945 adalah orang yang 

memiliki kebangsaan Indonesia ataupun orang berkebangsaan lain 

namun telah sah berdasarkan undang-undang menjadi WNI. Kedua, 

orang yang telah sah menjadi WNI dengan berdasar pada undang-

undang atau perjanjian NKRI dengan negara lain sebelum peraturan 

ini berlaku. Ketiga, seorang anak yang dilahirkan dari oleh perkawinan 

yang sah antara seorang ayah WNI dengan Ibu WNI. Keempat, sorang 

 
74 Sulaiman, Pendiidikan Kewarganegaran (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2016), 

50. 
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anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah yang 

berkebangsaan Indonesia dengan seorang ibu berkebangsaan lain. 

Kelima, seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara 

seorang ayah berkebangsaan bukan Indonesia dengan seorang ibu 

yang berkebangsaan Indonesia. Keenam, seorang anak yang dilahirkan 

tidak dengan perkawinan yang sah antara ibu WNI dengan seorang 

ayah tanpa berkebangsaan atau dalam hal ini negara ayah tersebut 

tidak mewariskan kebangsaan terhadap anak tersebut. Ketujuh, 

seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah oleh ayah 

WNI dalam jangka waktu 300 hari setelah ayah tersebut meninggal. 

Kedelapan, seorang anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang 

sah dari ibu WNA dengan seorang ayah WNI yang mengakui anak 

tersebut sebelum berumur 18 tahun atau belum menikah. Kesembilan, 

seorang anak yang dilahirkan dalam wilayah NKRI tanpa kejelasan 

status kebangsaan orangtuanya. Kesepuluh, seorang anak yang baru 

saja dilahirkan dan ditemukan dalam wilayah NKRI tanpa informasi 

terkait orangtuanya. Kesebelas, seorang anak yang dilahirkan di luar 

wilayah NKRI dari orang tua WNI dan negara tempat kelahiran 

memberi kebangsaan pada anak tersebut. Terakhir, seorang anak yang 

dilahirkan dari orangtua yang pengajuan permohonan kebangsaan 
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diterima namun keduanya meninggal dunia sebelum mengucap janji 

setia.75 

Tidak hanya sebatas itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 juga mengatur tentang bagaimana proses atau tahapan yang bisa 

ditempuh oleh seseorang yang berkewarganegaran bukan Indonesia 

yang ingin mengubah kebangsaan atau kewarganegaraannya menjadi 

WNI atau yang disebut naturalisasi di mana seorang berkebangsaan 

asing mengajukan permintaan melalui standarisasi yang berlaku.76 Di 

dalamnya teratur apa saja syarat-syarat yang harus ditempuh bagi 

seseorang tersebut, di antaranya (1) seorang WNA tersebut sudah 

menginjak usia 18 tahun atau telah menikah, (2) bagi seorang WNA 

yang melakukan pengajuan kewarganegaraan sudah menetap atau 

tinggal di dalam wilayah NKRI dengan jangka waktu paling sedikit 5 

tahun berturut-turut atau paling sedikit 10 tahun dengan berselang, (3) 

seorang WNA tersebut sehat baik jasmani maupun rohaninya, (4) 

seorang WNA tersebut harus bisa berkomunikasi menggunakan 

Bahasa Indonesia dan meneguhkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai dasar NKRI, (5) seorang WNA yang mengajukan 

permohonan tersebut tidak pernah melanggar aturan yang 

mengakibatkan ancaman pidana penjara 1 tahun ataupun lebih, (6) 

 
75Sulaiman, Pendiidikan Kewarganegaran, 51. 
76 Annisa Maghfiroh, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-

XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 31. 
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seorang WNA tersebut tidak akan mendapatkan status dwi 

kewargangeraan akibat permohannya, (7) seorang WNA tersebut 

memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang tetap, (8) seorang WNA 

yang mengajukan permohonan kewarganegaraan wajib untuk 

melakukan pembayaran atas proses proses peralihan kewarganegaran 

menjadi Indonesia.77 

Penjelasan di atas memuat persyaratan-persyaratan apa saja 

yang dibutuhkan bagi seorang WNA untuk melakukan naturalisasi 

atau pewarganegaraan menjadi Indonesia berdasarkan UU No. 12 

Tahun 2006. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia memberikan 

kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi dan mengubah 

kewarganegaraannya menjadi Indonesia, namun tentunya dengan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh WNA yang bersangkutan. 

Karena hal ini juga berkaitan dengan konsekuensi atas janji yang telah 

disepakati untuk mematuhi dan memercayai dasar dan peraturan 

perundang-undangan Negara Indonesia. 

Di samping berisi syarat dan penjelasan bagaimana seorang 

bukan WNI menjadi WNI, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga menjadi 

acuan atas isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2007 tepatnya pada pasal 31 mengenai hal-hal yang menjadikan 

 
77 Sulaiman, Pendiidikan Kewarganegaran (Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2016), 
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tercabutnya status kebangsaan atau kewarganegaraan seorang WNI, di 

antaranya78: 

1.) Seorang WNI tersebut dapat kehilangan status kewarganegarannya 

apabila dikarenakan keinginan dan kemauan sendiri untuk 

menjadikan bangsa atau negara lain sebagai kewarganegarannya; 

2.) seorang WNI tersebut tetap memertahankan status 

kewarganegaraan lain yang melekat padanya atau tidak ada 

penolakan atas status yang melekat itu padahal dia memiliki 

kesempatan untuk hal melakukan tersebut; 

3.) Seorang WNI tersebut memasuki kedinasan tentara asing di luar 

adanya perizinan oleh presiden; 

4.) Seorang WNI tersebut memasuki kedinasan di negara asing atas 

kemauannya sendiri dimana posisi atau jabatan yang diterima 

memiliki peraturan seperti Indonesia yaitu hanya bisa diduduki 

oleh seorang WNI; 

5.) Seorang WNI tersebut mengucap janji atau sumpah atas kemauan 

sendiri kepada kepada suatu negara asing ataupun bagian-bagian 

dari negara tersebut; 

 
78 Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, Pendidikan Kewarganegaran (Yogyakarta: CV. 

Andi Offset, 2015), 59. 
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6.) Seorang WNI tersebut mengikuti proses memilih yang berkaitan 

dengan sistem tata negara pada suatu negara meskipun hal tersebut 

tidak diwajibkan baginya; 

7.) Seorang WNI tersebut mempunyai tanda atau identitas yang 

menunjukkan kewarganegaraan yang masih berjalan dan 

berlangsung seperti surat-surat ataupun paspor negara asing; 

8.) Seorang tersebut menetap di suatu wilayah negara asing selama 

lima tahun tanpa jeda dimana hal ini bukan karena suatu 

kepentingan kedinasan negara atau bisa dikatakan bahwa orang 

tersebut tidak menyatakan alasan yang sah, dia juga secara sengaja 

tidak memberi pernyataan akan kemauannya atas ketetapan status 

WNInya. 

2. Potret Dwi Kewarganegaraan di Indonesia 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

kewarganegaraan merupakan identitas bagi seseorang yang menunjukkan 

adanya hubungan antara negara dan warga negara. Dimana hal ini 

menimbulkan konsekuensi hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban 

antara negara dan warga negara. Negara sebagai wilayah tempat 

berdirinya warga negara dan kepemerintahan memiliki keharusan untuk 

mengakui dan melindungi siapapun yang menjadi warga negaranya. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari adanya perlakuan sewenang-wenang 

negara lain dalam memaksa orang untuk mengikuti kebijakan negaranya. 
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Begitu pula sebaliknya, bahwa sebagai warga negara yang dilindungi, 

maka wajib hukumnya untuk memberi ketegasan atas status 

kewarganegaraan yang dimiliki. 

Berhubungan dengan hal itu negara memiliki kedaulatan untuk 

memberi ketentuan atas status kewarganegaraan seseorang dengan adanya 

asas-asas sebagai berikut79: 

1.) Berdasarkan kelahiran 

Asas kelahiran dalam penentuan status kebangsaan atau 

kewarganegaraan seseorang memuat dua asas di dalamnya yaitu 

yang pertama asas ius sanguinis atau asas hubungan darah dimana 

status kewarganegaraan menurut asas ini didasarkan pada status 

kewarganegaraan orang tua dari seseorang. Hal ini bisa 

dicontohkan apabila ada seorang anak yang dilahirkan dari 

pasangan orang tua yang berkebangsaan A, maka anak tersebut 

secara mekanis berkebangsaan A. Kedua yaitu asas ius soli atau 

asas tempat kelahiran dimana status kewarganegaraan berdasarkan 

asas ini yaitu didasarkan pada tempat atau wilayah seseorang 

dilahirkan. Hal ini bisa dicontohkan apabila ada seseorang yang 

dilahirkan di daerah atau wilayah negara A namun seorang ibu 

 
79 Wahyu Widodo, Budi Anwari, dan Maryanto, Pendidikan Kewarganegaran (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2015), 54. 
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yang melahirkannya berkebangsaan negara B, maka secara 

mekanis anak tersebut berkebangsaan A. 

2.) Berdasarkan perkawinan 

Asas perkawinan dalam penentuan status kebangsaan atau 

kewarganegaraan seseorang memuat dua asas di dalamnya yaitu 

yang pertama asas persamaan hukum dimana berdasarkan asas ini 

dipandang bahwa pasangan suami istri mempunyai suatu pertalian 

yang satu dimana hubungan ini merupakan bagian pusat 

masyarakat tidak dapat terpisahkan. Maka berdasarkan asas ini 

antara seorang suami dan istri  diharuskan untuk mengusahakan 

agar memiliki status kebangsaan yang sama. Kedua yaitu asas 

persamaan derajat dimana asas ini berpandangan bahwa suatu 

perkawinan bukanlah penyebab atas timbulnya keadaan yang 

mengharuskan seseorang baik itu suami ataupun istri menjadi 

tunduk atas yang lain dalam hal hukum. Masing-masing dari 

mereka tidak mempunyai perbedaan hak dalam penentuan status 

kewarganegaraannya sehingga keduanya dapat berpegang pada 

status kebangsaan masing-masing seperti sebelum adanya 

perkawinan antara mereka. 

Setiap negara dapat dipastikan memiliki asas dalam menentukan 

status kebangsaan warga negaranya. Hal ini dikarenakan bahwa status 
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tersebut sangat penting adanya baik untuk negara maupun warga negara 

sendiri. Namun dalam hal ini, setiap negara memiliki perbedaan dalam 

menentukan asas untuk menetapkan status warga negaranya. Oleh karena 

itu akan timbul suatu keadaan dimana status kebangsaan seseorang 

dipertanyakan. Keadaan-keadaan ini yaitu80: 

1.) Apatride 

Status ini dimiliki oleh seseorang dengan keadaan tanpa 

mempunyai status kewarganegaraan. Hal ini bisa digambarkan 

apabila pasangan orang tua yang memiliki kewarganegaraan dari 

negara penganut ius soli (tempat lahir) dan melahirkan seorang 

anak di negara penganut ius sanguinis (hubungan darah) 

dikarenakan sedang berada dan tinggal di sana, maka hal ini 

membuat anak tersebut tidak mempunyai status kewarganegaraan 

baik dari negara asal maupun negara tempat tinggal. 

2.) Bipatride 

Keadaan ini menggambarkan bahwa seseorang mempunyai 

dual citizenship atau kewarganegaraan ganda atau dua status 

kewarganegaraan. Hal ini bisa digambarkan dengan adanya 

kelahiran seorang anak di negara penganut ius soli (tempat lahir) 

sedangkan pasangan orang tua tersebut memiliki kewarganegaraan 

 
80Wahyu Widodo, Budi Anwari, dan Maryanto, Pendidikan Kewarganegaran, 56. 
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dari negara penganut ius sanguinis (hubungan darah). Maka, sejak 

anak tersebut dilahirkan secara otomatis dia memiliki dua status 

kewarganegaraan dengan bebarengan. 

Keadaan ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan 

bernegara baik bagi seseorang itu sendiri maupun negara yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, dalam hal ini suatu negara menetapkan 

suatu mekanisme yang dapat menjadi jalan keluar bagi tiap-tiap orang 

yang baik disengaja maupun tidak disengaja memiliki dua status 

kewarganegaraan. Pertama, yaitu stelsel aktif yang memiliki maksud 

bahwa seseorang yang memiliki keadaan seperti digambarkan 

sebelumnya, apatride ataupun bipatride, dapat mendapatkan status 

kebangsaan dari suatu negara dengan melalui suatu mekanisme-

mekanisme hukum yang telah ditetapkan dalam suatu negara dengan aktif. 

Kedua, stelsel pasif memiliki maksud bahwa seseorang dapat memperoleh 

status kewarganegaraan dari suatu negara tanpa melalui suatu mekanisme-

mekanisme hukum yang telah ditentukan dalam suatu negara. Maka, di 

samping itu dia bisa saja tidak menerima status tersebut dengan 

dipergunakannya hak repudiasi 

Peraturan di Indonesia seperti dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

menggambarkan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya apatride 
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ataupun bipatride yang melekat pada warga negaranya. Status 

kewarganegaraan ganda di Indonesia memiliki batasan yang diatur dalam 

undang-undang yang bersangkutan tepatnya pada Pasal 4. Dalam hal ini 

tercantum dengan jelas siapa saja yang berstatus ganda, yaitu pada poin 

(c) seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara seorang 

ayah WNI dan ibu WNA, (d) seorang anak yang dilahirkan melalui 

perkawinan sah antara seorang ibu WNA dan ayah WNI, (h) seorang anak 

yang dilahirkan oleh seorang ibu WNA bukan dalam perkawinan yang sah 

namun ayah WNI mengakui adanya anak tersebut sebelum menginjak usia 

18 tahun.81 

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia tepatnya pada 

Pasal 6 bahwa status ganda yang dimiliki anak-anak tersebut yang telah 

disebutkan sebelumnya harus diakhiri pada usianya 18 tahun atau sudah 

menikah, karena dalam masa tersebut seorang anak dianggap telah cukup 

dewasa untuk menentukan pilihannya.82 Dia harus bersikap tegas dan 

memilih satu kewarganegaraan yang dimilikinya tentunya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun negara asing tersebut. 

 

 
81 Rokilah, “Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Negara Indonesia,” Jurnal Ajudikasi 1, 

no. 2 (Desember 2017): 60. 
82 Qurrotul Uyun, “Due to Law of Selecting The Right Repudiation Citizenship Status in 

Citizenship Law Review of Indonesia,” JARES 4, no. 2 (September 2019): 21. 
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3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 

Berdasarkan penjelasan singkat pada beberapa sub bab 

sebelumnya, dapat dilihat gambaran yang dijadikan dasar terhadap 

putusan yang dikeluarkan oleh MK pada sengketa perselisihan hasil 

pemilihan umum mengenai batalnya pasangan calon nomor urut 2 yaitu 

Orient dan Thobias sebagai paslon bupati dan wakil bupati terpilih untuk 

daerah Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. 

Dalam hal ini pemohon yang merupakan pasangan calon nomor 

urut 3 dalam pemilihan umum Bupati Sabu Raijua mengajukan 

permohonan kepada MK untuk memutus dan mengadili sengketa 

perselisihan pemilihan umum mengenai adanya ketidaktepatan atau 

timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan-tahapan 

pemilu Bupati Sabu Raijua yaitu status dwi kewarganegaraan yang 

melekat pada Orient sebagai calon bupati terpilih sehingga tidak sesuai 

dan dianggap melenceng dari peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut dimohonkan agar putusan terpilihnya Orient 

sebagai calon bupati terpilih dibatalkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, MK mengabulkan sebagian yang 

diajukan dalam permohonan. MK membatalkan empat surat keputusan 

yang telah dikeluarkan KPU sebagai lembaga yang menangani pemilihan 

umum sejak pendaftaran peserta pemilu hingga keputusan paslon bupati 

dan wakil bupati terpilih. Pertama, Keputusan KPU Kabupaten Sabu 
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Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi 

Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 

Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020. Kedua, Keputusan KPU 

Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon 

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 

bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon 

Nomor Urut 2 Orient dan Thobias. Ketiga, Keputusan KPU Kabupaten 

Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang 

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. 

Keempat, Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-

Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu 

Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021. 

Pertimbangan MK dalam memutuskan ini yaitu didasarkan pada 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan 

Umum Kepala Daerah yang berisi pernyataan bahwa tiap-tiap WNI 

memiliki hak dalam mendapatkan kesempatan tanpa terkecuali untuk 

mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, baik itu Calon Gubernur dan 
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Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, ataupun 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 

Kembali pada pernyataan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan 

negara hukum di mana maksud dari negara hukum sendiri yaitu suatu 

kerangka atau wadah bagi penataan penyelenggaraan negara berdasarkan 

hukum yang berlaku di Indonesia.83 Dalam hal ini, Indonesia 

membuktikan dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan proses dalam menyelenggarakan negara, tidak terkecuali berkaitan 

dengan permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala 

Daerah yang dijadikan dasar atau landasan bagi MK untuk memutus 

permasalahan Orient sebagai pemegang status kewarganegaraan ganda 

menjadi bukti bahwa sebagai negara hukum, putusan MK berpandangan 

pada hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Jika mengingat kembali apa yang dimaksud dalam UUD 1945 

tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) bahwa “yang dimaksud dengan WNI 

adalah orang bangsa asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan 

menjadi WNI melalui Undang-Undang”.84 Hal ini memiliki maksud 

bahwa tiap-tiap perseorangan dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia 

apabila dia seorang pribumi asli yang lahir atau dilahirkan di Wilayah 

 
83 Yudi Widagdo Harimurti, Negara Hukum dan Demokrasi (Malang: Setara Press, 2021), 20.  
84 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat (1). 
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Indonesia dan orang-orang yang berkebangsaan lain namun memilih dan 

meninggalkan kewarganegaran asalnya untuk mendapatkan status 

sehingga dia berkebangsaan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan proses dan tujuan yang sah. 

Dalam pasal ini terlihat bahwa Indonesia tidak membatasi orang-

orang yang memiliki status kebangsaan yang lain untuk mengubah dan 

menjadikan Indonesia sebagai bangsanya. Indonesia membuka tangan 

bagi siapapun yang ingin menjadi bagian dari WNI. Hal ini bisa dilihat 

dengan eksistensi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang 

berisi “Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika 

memenuhi persyaratan…”.85 Pasal ini menggambarkan bahwa Indonesia 

memberi jalan kepada siapa saja untuk mendapatkan status 

kewarganegaraan Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Adanya peraturan terkait kewarganegaraan di Indonesia 

menggambarkan konsep hubungan warga negara dengan negara seperti 

yang dijelaskan sebelumnya pada sub bab awal. Dimana jika mengingat 

kembali Pasal 1 Konvensi Den Haag menjelaskan bahwa negara memiliki 

hak untuk menentukan dan mengklaim orang untuk menjadi warga 

negaranya dengan batasan-batasan tersebut. Hubungan timbal balik ini 

juga dijelaskan dalam Pasal 5 Deklarasi Universal HAM (1948) bahwa 

 
85 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan, Pasal 9. 
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meskipun negara memiliki hak tersebut, namun seseorang berhak atas 

kewarganegarannya tanpa ada campur tangan pihak lain yang berniat 

mencabut atau mangubahnya. Maka sesuai dengan teori negara hukum 

yang dijelaskan sebelumnya bahwa negara memiliki kewajiban untuk 

menjaga dan melindungi warga negaranya di samping warga negara yang 

berkewajiban untuk tegas dalam memilih status kewarganegarannya.86 

Selain itu dari hubungan ini timbul juga hak dan kewajiban yang lain 

seperti halnya pada kasus yang diangkat. 

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 

2020 tepatnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa persyaratan utama bagi 

seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, ataupun 

Walikota adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Orient dengan 

kepemilikan NIK DKInya : 0951030710640454 sejak tahun 1997 

menggambarkan bahwa dia memiliki kewaranegaraan Indonesia. Hal ini 

bisa dijadikan dasar sebagai alasan dia mencalonkan diri sebagai Bupati 

Sabu Raijua pada tahun 2020 lalu. Namun kepemilkan paspor Amerika 

yang berlaku hingga tahun 2027 yang diketahui setelah Bawaslu 

mendapatkan pernyataan dari Negara Amerika bahwa benar jika Orient 

berkewarganegaraan Amerika yang mana hal ini menyebabkan Orient 

memiliki kewarganegaran ganda.  

 
86 Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status 

Hukum kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang) (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 

2015), 16. 
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Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa Indonesia 

tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda, yang mana hal ini 

diperkuat dengan adanya Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan yang 

menyebutkan bahwa “dalam hal status Kewarganegaraan Republik 

Indonesia terhadap anak…berkewargenagaraan ganda, setelah berusia 18 

(delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan 

memilih salah satu kewarganegaraannya”87. Maka keadaaan dwi 

kewarganegaraan Orient tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud 

Undang-Undang. 

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2007 tepatnya pada Pasal 31 ayat (1) yang menjelaskan tentang hal-

hal yang menjadi penyebab tercabutnya status kebangsaan atau 

kewarganegaraan seorang WNI pada poin g bahwa “mempunyai paspor 

atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat 

diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara 

lain atas namanya”.88 Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya status 

kewarganegaraan Indonesia Orient langsung tercabut tanpa keharusannya 

melalui mekanisme administratif pencabutan status kewarganegaraan 

sesuai undang-undang. 

 
87 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan, Pasal 6 ayat (1). 
88 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 31 ayat (1). 
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Dari keadaan ini, pada dasarnya Orient tidak bisa mendapatkan 

hak dan kewajibannya secara penuh di Indonesia karena kepemilikan 

status gandanya. Jika kembali pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Di mana menurut Bagir 

Manan asas persamaan kedudukan di dalamnya memiliki makna bahwa 

setiap orang baik itu warga negara maupun bukan warga negara memiliki 

hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan maupun jabatan. Namun 

yang berbeda di sini yaitu jabatan hanya bisa dimiliki dan diduduki oleh 

seorang WNI.89 Berdasarkan hal tersebut Orient tidak bisa mencalonkan 

bahkan menduduki jabatan sebagai gubernur di salah satu Wilayah 

Indonesia dalam keadaannya sebagai pemegang status kewarganegaraan 

ganda. 

Selain itu terkait dibatalkannya Orient dan Thobias sebagai 

pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih meskipun pada dasarnya 

yang memiliki kesalahan dan pelanggaran hanya pada Orient adalah 

karena Orient dan Thobias merupakan pasangan dalam tujuannya untuk 

mencalonkan diri sebagi pemimpin daerah. Dapat dilihat pada Pasal 5 ayat 

(3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 

 
89 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia  Dalam UU No. 12 Tahun 2006 

(Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 32. 
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2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang bahwa “pendaftaran pasangan Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”90 di 

mana hal ini memiliki gambaran bahwa istilah ‘pasangan calon’ pemimpin 

daerah merupakan gabungan perseroangan yang memiliki satu tujuan 

untuk menjadi pemimpin dan wakil pemimpin daerah di mana antara 

keduanya tidak bisa dipisahkan karena mereka berdiri dalam satu 

kesatuan. Oleh karena itu, Penulis setuju dengan dibatalkannya empat 

surat keputusan KPU oleh MK. 

Berkaitan dengan hal itu, Orient tidak bisa mendapatkan hak 

maupun kewajibannya jika status kewarganegaraan gandanya masih 

melekat padanya. Orient Kore harus melepas salah satu statusnya entah itu 

Indonesia ataupun Amerika. Hal ini merupakan permasalahan cukup 

serius terlebih Orient Kore mencalonkan dirinya sebagai Bupati Sabu 

Raijua. Berdasarkan permasalahan dan pendapat singkat penulis 

memaparkan bahwa sepakat dengan apa yang diputuskan MK dalam 

putusannya No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan bahwa MK 

 
90 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, Pasal 5 ayat (3). 
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mengabulkan sebagian permohanan pemohon dengan membatalkan empat 

Surat Keputusan KPU terkait terpilihnya Orient baik itu sebagai paslon 

maupun paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk daerah Sabu 

Raijua. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penyelesaian sengketa pembatalan Orient akibat dwi kewarganegaraan 

sebagai calon Kepala Daerah Sabu Raijua oleh MK yang merupakan 

lembaga kehakiman, sesuai dengan konsep negara hukum yang berlaku di 

Indonesia. Penyelesaian ini juga sejalan dengan konsep hubungan negara 

dan warga negara yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara 

berdasarkan konstitusi. Sengketa ini merupakan ranah MK yang 

didasarkan pada Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sebelum ada 

sebuah badan khusus yang menangani sengketa hasil pemilihan, MK 

masih menjadi lembaga yang berwenang akan permasalahan tersebut. 

Dalam proses penyelesaiannya, MK juga mengacu kepada UU Nomor 24 

Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan bahwa keputusan MK harus 

didasarkan pada fakta yang dipaparkan para pihak pada proses 

persidangan. Sehingga diperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat, 

didasari oleh pernyataan yang telah dipaparkan oleh para pihak, baik 

Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. 



95 
 

 
 

2. Akibat dari status dwi kewarganegaraan yang dimiliki Orient yaitu 

dibatalkannya Orient sebagai Calon Kepala Daerah Sabu Raijua Terpilih 

sesuai dengan peraturan Indonesia yaitu pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 

yang menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon 

Kepala Daerah”, di mana istilah WNI disebut sebagai syarat utama untuk 

mencalonkan diri. MK juga mendiskualifikasi Orient sebagai peserta 

Calon Kepala Daerah dalam Pilkada yang akan diadakan ulang. Status dwi 

kewarganegaraan ini juga mengakibatkan terhalangnya Orient untuk 

mendapatkan haknya secara utuh sebagai seorang WNI, karena status ini 

tidak sesuai dengan pernyataan bahwa Indonesia tidak menganut dwi 

kewarganegaraan, digambarkan oleh Pasal 6 ayat (1) UU 

Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa status dwi kewarganegaraan 

hanya terbatas pada anak di bawah usia 18 tahun atau sudah menikah. 

B. Saran 

Hasil penelitian memberi gambaran bahwa kelalaian ataupun 

ketidaktahuan terkait hukum kewarganegaraan Indonesia, masih menjadi 

permasalahan yang cukup serius saat ini. Maka, sebagai penutup dari skripsi 

ini, peneliti berharap:  

1. Bahwa pemerintah mempertegas peraturan perundang-undangan kepada 

sasaran dari aturan tersebut sehingga dalam pelaksanaan Pilkada seluruh 

lembaga dapat saling berkoordinasi secara efektif. 
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2. Bahwa pembuat kebijakan dapat meningkatkan dan menegaskan Peraturan 

Perundang-undangan di Indonesia terutama peraturan tentang Pilkada dan 

kewarganegaraan Indonesia. 

3. Bahwa lembaga KPU, Bawaslu, atau lembaga lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pilkada, lebih jeli dan akurat dalam melaksanakan seluruh 

mekanisme pelaksanaan Pilkada 

4. Bahwa masyarakat mengupayakan untuk lebih mendalami dan memahami 

bagaimana peraturan perundang-undangan kewarganegaraan di Indonesia 

bekerja sehingga tingkat permasalahan yang diakibatkan oleh kelalaian 

maupun ketidaktahuan mengenai kewarganegaraan akan semakin 

berkurang. 
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